
POLITIK TATA RUANG PERKEBUNAN KOPI DI KECAMATAN 

ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH  

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

Di Susun Oleh: 

 

 

 

 

IRDIANTI DEWI 

NIM. 190801091 

Mahasiswi Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan  

Program Studi Ilmu Politik 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 

DARUSSALAM, BANDA ACEH 

2024 M/1445 H 

  









iv 

ABSTRAK  

 

 

Nama : Irdianti Dewi 

Nim : 190801091 

Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik  

Judul : Analisis Politik  Tata  Ruang   Perkebunan  Kopi  di  Kampung     

Kepala   Akal    dan   Tanoh   Abu   Kecamatan   Atu   Lintang  

Kabupaten Aceh Tengah. 

Pembimbing I : Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.  

Pembimbing II : Dr. Dede Suhendra., S.Sos., M.H. 

Kata Kunci :  Politik Tata Ruang, Perkebunan Kopi 

 

 Penelitian ini mengkaji tentang Politik Tata Ruang Perkebunan Kopi di 

Kecamatan Atu Lintang,Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji kewenagan pemerintahan terhadap kebijakan Politk Tata Ruang 

perkebunan yang berada di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan 

Atu Lintang tidak masuk kedalam RTRW Kabupaten Aceh Tengah dan untuk 

mengetahui batasan kawasan-kawasan wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat guna dapat terjalinnya ruang yang baik bagi pemerintahan dan 

masyarakat. Penelitian ini mengunakan Teori Kebijakan dan Teori Ruang, Metode 

penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode Kualitatif melalui 

pendekatan Diskrptif dengan mengunakan metode pengumpulan data secara 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan 

perkebunan kopi bagi pemerintahan kabupaten Aceh Tengah memiliki peran 

penting dan strategis,berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan 

perkebunan kopi telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah 

diantaranya adalah kebijakan rencana Tata Ruang yaitu RTRW kabupaten sesuai 

dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2023. Adanya kebijakan kecamatan dan 

kampung serta pemimpin daerah yang memperbolehkan pemanfaatan 

pengembangan kopi, minimnya informasi yang diterima masyarakat kampung 

tentang kebijakan penataan ruang tentang boleh atau tidaknya dalam pemanfaatan 

kawasan dan adanya komunikasi yang tidak efektif dan terbatas adalah kendala 

yang saat ini berlangsung pada kedua kampung yang berada di kecamatan Atu 

Lintang Kabupaten Aceh Tengah.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Suatu negara dituntut berperan lebih dan adanya caampur tangan terhadap 

hal-hal yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Maka pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu lautan, 

daratan maupun udara yang telah disediakan. Dengan melihhat aspirasi, 

kebutuhan dan tuntutan bagi penduduk suatu negara tersebut. Begitupun dengan 

Difinisi negara menurut Welfare state dalam Collin Colbuid English Dictionary. 

Sebagaiamana yang dikutip oleh Safri Nugraha menyebutkan bahwa negara 

kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang menyediakan 

pelayaan sosial secara gratis dalam hal kesehatan, pendidikan dan bantuan kepada 

penduduk yang tidak bekerja. Semua pengaturan dilakukan oleh pemerintahan 

sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup 

masyarakat.1  

 Indonesia terdiri dari wilayah nasonal sebagai suatu kesatuan wilayah 

provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai yaitu sub-

sistem menurut batasan administrasinya. Dapat digambarkan juga didalam sub-

sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan. 

Jika kita lihat secara umum, kegiatan pembangunan ekonomi meliputi berbagai 

aktivitas pembangunan, mulai dari pembangunan rumah, industri, perdagangan 

dan lain sebagainnya. Aktifitas ini juga sangat memerlukan lahan atau ruang 

 
 1. Djauhari, Kajian Tori Welfare state dalam perspektif Barat dan Islam, Jurnal Hukum, 
Vol. XVI, No. 1 Maret 2006 Hlm 28-29  
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sebagai tempat menampung kegiatan-kegiatan yang dimaksut. Pembangunan-

pembangunan yang dimaksud memiliki konsekuensi akan merubah lingkungan 

dengan dua kemungkinan yaitu perubahan positif dan perubahan negatif.  

Untuk meminimalisasi munculnya dampak-dampak tersebut, maka penataan 

ruang diperlukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 

yang menginginkan bumi, Air dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan rakyat.2 Di dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa 

perekonomian nasioanal diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.3 

Perencanaan tata ruang wilaya sendiri menjadi salah satu problematika atau 

masala pada pertumbuhan perkembangan suatu kota pada saat ini. Hal ini juga 

sangat harus diperhatikan oleh pemerintahan untuk keberlangsungan hidup 

masyarakat. Perencanaan tata ruang juga merupakan hal yang sangat penting 

didalam kalangan masyarakat maka pentingnya sebuah penataan ruang didalam 

wilayah provinsi, kota/kabupaten.  

Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah menambahkan pertumbuhan 

sosial ekonomi menguragi kejenjangan wilayah, serta juga memelihara 

kelestaraian lingkungan hidup. Pengembangan dalam suatu wilayah juga 

disesuaikan dengan kondisi atau keadaan, kemampuan dan permasalahan di 

wilayah tersebut. pengembangan pontensi sektor pendapatan unggulan masyarakat 

 
2.Ir.H. Juniarso Ridwan,M.Si.,M.H. Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan 

Otonimi Daerah. Bandung: Nuansa Cendekia,2016, Hlm 20-21  

 3.UUD  NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) Tentang Lembaga Keuangan Mikro.  
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pada suatu wilayah dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai 

dengan rencana pembangunna daerah dan diharapkan dapat menaikan sektor 

ekonomi masyarakat dan daerah.4  

 

Penataan Tata Ruang sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan lahirnya Undang-Undang ini 

penataan ruang dengan turunanya berupa rencana tata ruang merupakan sebuah 

upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di indonesia. 

Kemudian yang akan diadakan melalui beberapa aspek yang sangat penting, salah 

satunya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan 

ruang ini dilaksanakan secara sistematis. Kegiatan dari penataan ruang itu sendiri 

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling keterkaitan anatara lain: perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan penegendalian pemanfaatan ruang. Dengan 

susunan rencana tata ruang yang secara hiarki terdiri dari Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Provinsi 

(RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW kab/kota). 

Selain itu juga ada Rencana Tata Ruang Pulau seperti yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. 

Agar terwujudnya cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 maka perlu dilakukannya penataan ruangan, sebagaimana halnya terkandung 

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 2 

penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: keterpaduan, keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan 

 
 4. Ihwan Iwan Tona, Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kopi Arabika 

Di Kabupaten Bener Meriah.   
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keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan 

kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas. Kemudian 

pada pasal berikuttnya yaitu pasal 3, tujuan dari penataan ruang tujuannya adalah 

harmonisasi di dalam lingkungan alami dan buatan, keterpaduan atas pengelolaan 

sumberdaya alam serta terwujudnya fungsi perlindungan khususnya untuk 

mencegah munculnya dampak negatif dari kegiatan manusia.  

Kemudian didalam pasal 4 UU 26/2007 tentang Klasifikasi Penataan Ruang 

yang terkandung didalamnya yaitu: Berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, 

wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selain itu 

pada pasal 48,  diatur tentang penataan ruang perdesaan yaitu: kawasan secara 

fungsional berciri perdesaan yang mencangkup 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi dan mengenai penataan ruang 

kawasan perdesaan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintahan.5 Penataan 

ruang pedesaan mengacu UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, 

Dimana Aceh sebagai daerah otonomi yang memiliki kewenangan khusus salah 

satunya tentang penataan ruang dan perencanaan Pembangunan diserta dengan 

penataan ruang pada pasal 141 serta berbagai pasal lainnya. Kemudian mengacu 

juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja. Selanjutnya juga mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 21 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berbagai peraturan 

tersebut memandatkan perlunya penataan ruang untuk mengatur pemanfaatan 

 
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pentaan Ruang.  
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berdasarkan besarnya kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi kegiatan, kualitas 

rung dan juga estetika lingkungan.6  

 Selain itu terdapat pula pola ruang yang diatur dalam sebuah perencanaan 

tata ruang nasional yang meliputi suatu kawasan utama, yaitu kawasan lindung 

nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional. Terdapat 

juga beberapa tujuan dalam sebuah perencanaan tata ruang nasional dan kemudian 

menjadi sebuah pedoman untuk perencanaan di masa yang akan datang adapun 

tujuan-tujuan tersebut adalah: Memanfaatkan ruang dan mengendalikan 

pemanfaatan ruang disuatu wilayah nasional, juga menghujudkan keterpaduan, 

keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antara suatu wilayah provinsi serta 

keserasian antara sektor investasi. 7 

 Pemerintahan provinsi sendiri memiliki beberapa wewenang yang dimana 

telah diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 antara lain adalah: Wewenang 

pemerintahan daerah provinsi dalam suatu penyelengaraan penataan ruang yang 

meliputi. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan 

ruang wilayah provinsi, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan juga 

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagai mana yang 

dimaksut pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintahan 

daerah kabupaten melalui tugas pembantuan.8   

Khusus untuk Provinsi Aceh, kewenangan penataan ruang juga diatur dalam 

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA). Dalam pasal 

16 Ayat (1) huruf a dan huruf b disebutkan bahwa: Suatu urusan yang wajib 

 
6. Nabbilah Amir, S.H., M.H. Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih 

Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018).   
7.https://www.rumah.com/.panduan-properti/panduan-lengkap-rencana-tata-ruang-

wilayah-18523. Diakses 22 Oktober 2023. Jam 12.12 
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.   

https://www.rumah.com/.panduan-properti/panduan-lengkap-rencana-tata-ruang-wilayah-18523.%20Diakses%2022%20Oktober%202023
https://www.rumah.com/.panduan-properti/panduan-lengkap-rencana-tata-ruang-wilayah-18523.%20Diakses%2022%20Oktober%202023
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menjadi sebuah kewenangan pemerintahan Aceh sebagai mana yang dimaksut 

dalam pasal 14 ayat (3) merupakan suatu urusan dalam skala Aceh yang meliputi, 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, kemudian perencanaan 

dan pengendalian pembangunan. Demikian juga penataan tata ruang merupakan 

hal yang sangat penting dalam terhujudnya suatu pembangunan di indonesia, 

khususnya Aceh. 9 Selain itu perencanaan tata ruang provinsi aceh juga diatur 

menurut pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dimana berjalannya 

suatu perncanaan tata ruang di aceh harus memenuhi kriteria, kriteria yang 

dimaksut adalah:  kebutuhan, keadilan dan pemerataan.10 

Aceh juga merupakan provinsi yang kewenangannya  khusus untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri. Aceh juga memiliki segudang kebudayaan 

dan bahasa yang beragam, Aceh memiliki syariat islam yang begitu kental 

melekat pada diri penduduk Aceh sendiri, Aceh sendiri dijuluki dengan nama 

Nanggroe Aceh Darussalam.   

 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan 

suatu acuan oprerasional kegiatan pembangunan suatu daerah yang dituangkan 

dalam bentuk struktur atau pola ruang. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat (2), diberikan tanggung jawab 

kepada pemerintahan daerah kabupaten yang berwenang.11 

  

 
9.Arnita dan Fauzah Nur Aksa, Perencanaan tata ruang daerah perbatasan 

Kabupaten/kota dalam kaitannya dengan kewenangan daerah di provinsi Aceh. Kanun Jurnal 

Hukum.   

 10.Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006    
11. https://www.ruangguru.com/blog/rencana-tata-ruang-wilayah. Diakses 25 Oktober 

2023. Jam 13.05  

https://www.ruangguru.com/blog/rencana-tata-ruang-wilayah
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Tabel 1.1 

Rencana Pola Struktur Ruang Kabupaten Aceh Tengah 

 

No Pola Ruang Luas 

(Ha) 

Ket 

I. KAWASAN LINDUNG 284,146.86  

 1 Kawasan Hutan Lindung 185,372.03  

 2 Kawasan Perlindungan Setempat   

  A - Sempadan Sungai 5,571.21  

  - Sungai 823.87  

  B Kawasan sekitar danau 6,080.03  

  - Sempadan Danau 240.35  

  - Danau Laut Tawar 5,834.99  

  - Danau Lut Jeget Jagong 2.96  

  - Danau Lut Kucak Gegarang 1.73  

 3 Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan 

cagar budaya 

  

  A Taman Wisata Alam 13.66  

  B Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu 

Pengetahuan 

9.27  

 4 Kawasan Lindung Geologi   

  A Kawasan Cagar alam geologi   

  - kawasan keunikan batuan dan fosil 30.05  

  - kawasan keunikan bentang alam 1.91  

 5 Kawasan lindung lainnya   

  A Taman Buru 86,244.83  

2. KAWASAN BUDI DAYA 168,606.59  

 1 Kawasan peruntukan hutan produksi   

  A Kawasan peruntukan Hutan Produksi 

Terbatas 

6,096.24  

  B Kawasan peruntukan Hutan Produksi 

Tetap 

67,827.55  

 2 Kawasan peruntukan pertanian   

  A Pertanian pangan lahan basah 3,847.26  

 3 Kawasan peruntukan perkebunan 80,834.23  

 4 Kawasan peruntukan perikanan 7.86  

Sumber: Bappeda.acehtengah Tahun 2023-2026 
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 Dalam sebuah perkembangan wilayah, rencana struktur ruang kabupaten 

Aceh Tengah sendiri merupakan suatu perwujudan dan penjabaran dari suatu 

struktur ruang kawasan perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, maka 

perencanaan struktur ruang telah memperhatikan beberapa dari berbagai aspek 

lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan dari 

kawasan kabupaten aceh tengah sendiri.12 

Bergerak dari situasi Rencana Tata Ruang Aceh Tengah. Terdapat ada 2 

(dua) Kampung yang tidak masuk kedalam Rencana Tata Ruang Pengembangan 

Perkebunan Kopi yaitu di Kampung Kepala Akal dan Tanoh Abu Kecamatan Atu 

Lintang menurut beberapa keterangan dari petani kopi.    

Adapun pemanfaatan Kawasan hutan Lindung telah di atur pada berbagai 

peraturan dan salah satunya adalah peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Intinya ada tahapan 

dan mekanisme untuk pemanfaatan Kawasan hutan lindung termasuk oleh 

masyarakat, seperti perkebunan kopi di dua (2) Kampung yaitu kampung Kepala 

Akal dan Kampung Tanah Abu. Mengacu pada UUPA pasal 142 ayat (4) 

pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan 

pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota dengan memperhatikan untuk masyarakat 

miskin atau kurang mampu, adat budaya setempat, dan penyediaan tanah untuk 

fasilitas umum, memiliki kewenangan untuk mengalokasikannya termasuk untuk 

Masyarakat desa. Namun untuk hal tersebut ada mekanisme dan prosesdur yang 

 
12.Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022.   



9 

 

harus dilakukan jika Pemerintah Kabupaten/Kota ingin menerapkan kewenangan 

tersebut, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 

Bergerak dari situasi dan kondisi yang ditemukan dilapangan, adanya 

penanaman kopi oleh masyarakat di dua kampung, dimana menurut petani 

dilakukan berdasarkan adanya izin dari Bupati Aceh Tengah ketika itu yaitu Drs. 

Shabela Abubakar, dengan catatan tidak merusak ekosistem. Dikarena hal tersebut 

bupati kabupaten Aceh Tengah memberikan kebijakan tersebut, kebijakan ini 

pada awalnya merupakan suatu visi dan misi sebelum naiknya jabatan Shabela 

pada saat itu menjadi bupati, hal inilah yang menjadi pemicu utama dalam 

mengarap atau memproduksi hutan lindung oleh masyarakat setempat. Di sisi lain 

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi telah diatur 

pemanfaatannya. Dengan kata lain, pemanfaatan Kawasan hutan lindung memiliki 

tahapan dan prosedur tertentu termasuk penentuan jenis pemanfaatannya. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

menarik untuk meneliti suatu penelitian yang berjudul “ POLITIK TATA 

RUANG PERKEBUNAN KOPI  DI KECAMATAN ATU LINTANG 

KABUPATEN ACEH TENGAH ’’  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan menjadikan fokus 

utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Implementasi kebijakan perencanaan Tata Ruang pemerintahan 

Kabupaten Aceh Tengah tentang perkebunan kopi? 

2. Apa kendala yang menyebabkan perkebunan kopi di Kampung Kepala Akal 

dan Tanah Abu tidak diatur kedalam tata ruang Kabupaten Aceh Tengah?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan perencanaan Tata 

Ruang pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.  

2. Untuk mengetahui kendala yang menyebabkan perkebunan kopi di Kampung 

Kepala Akal dan Tanah Abu tidak diatur kedalam tata ruang Kabupaten Aceh 

Tengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat diharbkan bermanfaat dengan baik, baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat juga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan secara akademis bagi penulis, mahasiswa, masyarakat dan 

pemerintahan kabupaten Aceh Tengah dan bidang-bidang yang terkait. 

Terutama untuk menegetahui tata ruang perkebunan kopi yang berada 
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diwilayah kawasan Kecamatan Atu Lintang maupun Kabupaten Aceh 

Tengah.  

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu penegetahuan dan 

juga menjadi sebuah informasi yang berguna dalam memahami dan 

menjelaskan suatu permasalahan yang lain terkait dengan topik yang 

diteliti.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Penelitian ini juga diharapkan bagi mahasiswa dan juga masyarakat yang 

berguna dalam melihat suatu tatanan ruang perkebunan yang berada 

khusunya di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.  

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan 

suatu strategis dan model yang sangat efektif untuk mennnyampaikan 

suatu permasalahan tata ruang perkebunan.  

 

1.5 Definisi Istilah 

1.5.1 Analisis 

Analisi merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas 

tersebut dapat membedakan, mengurai, dan memilih dapat dimasukkan kedalam 

kelompok tertentu untuk dikatagorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari 

kaitannya lalu kemudian dibedah dan ditafsirkan sebuah maknya.  

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), Analisis merupakan uraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan suatu penelaahan bagian itu sendiri serta suatu 

hubungan antara bagain untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 
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arti dari keseluruhan.13Analisis merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari 

serangkaian kejadian yang kemudian dicari masalah yang terkait dan 

dikelompokan kedalam suatu kejadian yang bersamaan dengan kejadian yang 

lainnya, kemudian dicari kaitannya lalu didefinisikan suatu maknanya.  

Analisis juga dapat diartikan kedalam suatu usaha yang mengamati sesuatu 

secara mendalam dengan cara menguragi komponen-komponen pembentuknya 

atau kemudian menyusun komponen itu untuk dikaji lebih lanjut oleh seorang 

peneliti. Menurut Komaruddin, analisis suatu aktivitas berfikir untuk sebuah 

masalah yang kemudian menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi bagian-bagian 

terkecil dari suatu aktivitas atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat 

mengenal suatu tanda bagian dari permasalahan tersebut. keudian menurut Wiradi, 

Analisis mempunyai arti suatu aktivitas yang memiliki kegiatan yaitu memilih, 

menguragi, membedakan sesuatu yang akan digolongkan dan dikelompokkan 

sesuai kriterianya masing-masing lalu kemudian dicari makna dan kaitannya 

masing-masing dari permasalahan tersebut.14 

Analisi menurut ahli. Sugiyono, Analisi merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan lainnya, yang kemudian dilakukan dengan 

mengorganisasikan data atau menjabarkannya kedalam kelompok-kelompok 

tertentu agar dapat memudahkan memahaminnya dan kemudian dapat 

diinformasikan secara jales. Analisi uga merupakan suatu kegiatan yang 

 
 13.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2002, hlm 43.   

 14.R.A Dwi Ayu Puspitasari, Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di 

Universitas Bima Darma.2020.   
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didalamnya terdapat proses memilah, menguragi dan membedakan sesuatu untuk 

digolonkan kepada unit-unitnya.  

Sementara itu menurut Suryana, dia menyatakan analisi merupakan kegiatan 

yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis 

dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan yang ada. 

Dalam melakukan sebuah analisis didalamnya terdapat sebuah kegiatan merinci, 

menguraikan masalah, memisahakan, menghubungkan suatu bahan konsep atau 

permasalahan kedalam bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat memberikan 

suatu kesimpulan yang dapat dipahami dan utuh. Oleh karena itu, kegiatan 

analisis akan memberikan kesimpulan dari suatu suatu permasalahan yang mudah 

dipahami dan siafatnya menyeluruh,15 kemudian adapun Analisi menurut. 

Goys Keref  dia menyatakan bahwa, Analisi adalah suatu proses untuk 

memecahkan masalah sesuatu kedalam bagian-bagaian yang saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya. Demikian juga menurut Abdul Majid, Analisi adalah 

kemampuan penguraian satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan 

menjadi sub-sub atau bagian, dan membedakan antara dua yang sama dan 

kemudian mengenai perbedaan.16 Sedangkan menurut Peter Salim dan Yenni 

Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempoler menjabarkan 

pengertian analisis sebagai berikut:  

1. Analisis adalah menyelidik suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan 

sebagainya) untuk mendapatkan suatu fakta yang tepat.  

2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan 

bagian-bagian tersebut dan hubungan antara bagian untuk mendapatkan suatu 

 
 15. http://repositori.unsil.ac.id/3013 diakses 18 Agustus 2024  

 16. http://portaluqp.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.PDF diakses 17 Agustus 2024   

http://repositori.unsil.ac.id/3013
http://portaluqp.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.PDF
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pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan dari persoalan 

tersebut.  

3. Analisis merupakan suatu penjabaran dari suatu hal, dan sebagianya setelah di 

telaah secara bersamaan.17 

 Dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan proses menguraikan, proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data atau informasi yang kemudian 

diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori-katagori 

tertentu, menjabarkannya, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola 

permasalahan dan memilih yang mana dibutuhkan dan membuat kesimpulan 

sehingga dapat memberikan informasi yang sangat jelas dan mudah kemudian 

utuk dipahami oleh kalangan masyrakat maupun pembaca.   

 

 

1.5.2 Politik 

  Dari tahun ketahun semakin banyak orang-orang yang menyadari bahwa 

politik merupakan sesuatu hal yang sangat melekat pada keberlangsungan hidup 

manusia. Politik bahkan hadir ada dimana-mana, politik juga mempengaruhi 

kehidupan kita sebagai indevidu maupun sebagai kelompok masyarakat. Aristteles 

pernah mengatakan, bahwa politik merupakan Master of science, maksutnya 

adalah bukan dalam arti ilmu pengetahuan (scientiflc) tetapi dia menganggap 

sebuah pengetahuan politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Bagi 

Aristoteles, dimensi politik dalam sebuah keberadaanya manusia merupakan 

dimensi terpenting dikarenakan politik sangat cepat mempengaruhi kehidupan 

 
 17.Kamus Bahasa Indoensia Kontempoler 2002, hlm 4.   
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lingkugan masyarakat.18 Politik juga dapat diartikan sebagai suatu urusan dan 

tidakkan sebagai suatu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan terkait 

dengan perpolitikan negara.   

 Politik menurut para ahli, Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau 

sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksut untuk mempengarui, 

dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan 

masyarakat. Melihat definisi ini, maka politik menujukkan perilaku atau tidakan 

manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas ataupun sikap yang bertujuan untuk 

mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan 

menggunakan kekuasaan ini. Hal ini berarti merupakan bukanlah hakikat politik, 

justru sebaliknya politiklah yang memerlukan masyarakat agar terkait dengan 

suatu kebijakannya dapat berjalan dengan semstinya dan kehidupan masyarakat.  

 Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah politik yang beraneka macam 

ragam dalam suatu kegiatan sistem politik, yang kemudian menyangkut proses 

menetukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan kemudian melaksanakannya. 

Berdasarkan difinis politik yang dikemukakannya ini bahwa sisitem politik 

merupakan hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, 

pengawasan, pengaruh, maka pengertian politik tidak lagi hanya tentang negara 

saja, tatapi juga mencangkup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti: 

perkumpulan sosial, organisasi- organisasi, keagamaan dan masih banyak 

lainnya.19  

 
 18. Ramlan Surbakti Memahami Ilmu Politik, hlm 1   

 19. Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, Memahami Tentang 

Beberapa Konsep Politik   
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 Ruang juga sebagai produk politik yang mengakibatkan suatu praktek tata 

ruang tidak pernah ada kebebasan dari keberpihakan suatu politik. Rencana 

penataan ruang sendiri tidak terlepas dari suatu pantauan proses politik yang 

begitu dinamis. Hal ini dikarenakan ruang menjadi suatu instrumen dalam 

mengwujudkan suatu kepentingan politik oleh aktor yang terkait dengan studi 

politik dalam perkotaan.20 Ruang juga merujuk kepada sesuatu yang berbentuk 

fisik. Politik tata ruang juga menyangkut kepada sejauh mana peran dan kebijakan 

negara, serta kekuasaan dalam perencanaan tata ruang. Dalam politik tata ruang, 

negara menjalankan suatu fungsi pengetahuan, negara memiliki dua karakter yang 

bersifat mandiri atau otonom dan tidak mandiri.  

Arief Budiman, membagi dua bentuk negara yang tidak otonom, pertama 

negara pluralis yaitu sebuah negara yang tidak mandiri karena mempunyai sifat 

demokrasi, dimana sebuah negara menerima suatu partisipasi dan ususlan dari 

masyarakat yang cukup beragam. Dan yang kedua, negara Marxis yaitu sebuah 

negara yang tidak mandiri karena digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk 

mewujudkan berbagai kepentinganya, karena hal tersebut sangat mungkin 

kebijakan yang dihasilakan oleh negara termasuk suatu pengaturan tata rauang. 

Sebagai salah satu aktivitas negara, perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk 

kebijakan publik yang terkait erat dengan suatu regulasi suatu aspek teknis dan 

tata kelola ruang.21 

 

 

 

 
 

20.https://geokatalis.com/ruang-sebagai-instrumen-politik-pergeseran-kebijakan-penataan-

ruang-di-indonesia. 27 Oktober 2023. Jam 10.26 

 21.La Husen Zuada, Politik Tata Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di 

Sulawesi Tengah. Yayasan Auriga Nusantara,2020.  

https://geokatalis.com/ruang-sebagai-instrumen-politik-pergeseran-kebijakan-penataan-ruang-di-indonesia
https://geokatalis.com/ruang-sebagai-instrumen-politik-pergeseran-kebijakan-penataan-ruang-di-indonesia
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1.5.3  Tata Ruang 

Ruang merupakan tempat yang memberikan manfaat yang begitu berlimpah, 

didalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan. Menurut 

istilah geografis umunya yang dimaksut dengan ruang (space) adalah seluruh 

permukaan bumi merupakan lapisan biosfera tempat makhluk hidup. Menurut 

Sumaatmadja, mengatakan bahwa wujud ruang dipermukaan bumi berbentuk tiga 

dimensi, bentengnya merupakan daratan dan perairan.  

Di indonesia sendiri perncanaan tata ruang sendiri mempunyai kaitan erat 

dengan konsep pengembangan wilayah kota, konsep pengembangan kota ini telah 

dikembangakan oleh Sutami pada era 1970 an, dengan pemikiran bahwa 

pembangunan infrasturuktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya 

penembangan wilayah kota. Tata ruang juga merupakan wujud struktur ruang dan 

pola ruang. Struktur ruang merupakan suatu susunan pusat pemikiran dan sisitem 

jaringan prasarana dan sara yang berfungsi sebagai penduung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierakis memiliki hubungan yang fungsional.  

Penantaan ruang juga terdiri dari proses perencanaan tata ruang wilayah, 

yang kemudian menghasilkan Rencana tata ruang wilayah, pada dasarnya 

merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interasi makluk hidup dengan 

lingkungannya dapat berjalan serasi dan sejalan dengan konsep-konsep yang telah 

merka susun dengan saksama. Kemudian proses pemanfaatan ruang yang 

merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan 

pebangunan itu sendiri, dan proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri 



18 

 

atas makanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar 

tetap sesuai dengan prosedur RTRW.22  

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang. Perencanaan tata ruang ini 

memiliki fungsi, adapun fungsinya adalah Acuan dalam penyususnan Rencana 

Pengembangan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan pembangaunan jangka 

menegah Daerah (RPJMD), Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan 

wilayah kota, dan Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilyah 

kota.23 

Tata Ruang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Sedangkan ruang 

adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang didalam bumi didalam suatu kesatuan wilayah, ditempat manusia 

dan makhluk lainya hidup.24 Dalam mewujudkan salah satu kosep pembangunan 

wilayah yang didalamnya terkandung tujuan dan sasaran yang bersifat 

kewilayahan di indonesia maka kemudian ditempuh melalui sebuah upaya 

penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses, pertama merupakan perencanaan 

tata ruang wilayah yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

sebagai “guidance of future action “(pedoman tindakan masa depan).  

Pada dasarnya RTRW tersebut merupakan suatu bentuk investasi yang 

dilakukan oleh pemerintahan agar interaksi anatar makhluk hidup dengan 

lingkungan dapat berjalan seimbang untuk kemudian tercapainya kesejahteraaan 

 
 22.https://repositori.uma.ac.id . diakses Minggu, 18 Agusutus 2024  
 23. https://pupr.ngawikab.go.id/definisi-dan-fungsi-rencana-tataruangwilay diakses jum’at 

16 Agustus 2024   

 24. Undang-Undang No, 26 Tahun 2007 tentang tata ruang.  

https://pupr.ngawikab.go.id/definisi-dan-fungsi-rencana-tataruangwilay
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manusia. Kedua adalah, suatu proses pemanfaatan ruang yang merupakan suatu 

perwujutan oprasionallisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan suatu 

pembangunan tersebut. Ketiga adalah, proses pengendalian pemanfaatan ruang 

yang terdiri dari suatu makanisme suatu perjanjian dan penertipan terhadap suatu 

pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan 

ruang wilayahnya.25 

Menurut Yanis Wahid, penataan ruang merupakan pengaturan susunan 

ruang dalam suatu wilayah/daerah sehingga terciptanya suatu persyaratan yang 

bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, hal ini juga dapat 

menguntungkan bagi masyarakat wilayah tersebut. Tata ruang merupakan wujud 

dari sebuah penataan ruang pada dasarnya merupakan sarana untuk 

mengwujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun pembangunan yang 

berkelanjutan yang dimaksut disini adalah, pembangunan yang memjadikan 

lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam suatu kebijakan 

pembangunan sehingga pembangunan itu tidak saja untuk kesejahteraan penduduk 

tetapi juga memastikan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta 

memastikan adanya kelestarian. Dalam hubungan hal ini, dapat dipahami betapa 

pentingnya sebuag perencanaan tata ruang wilayah dan kota agar terjalinya 

masyarakat yang baik dan wialayah yang akan dipergunakan oleh masyarakat 

dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup.26 

Mengacu pada kebijakan guna melahirkan penataan ruang sesuai dengan 

tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penyusunannya harus pula 

 
25. Hariyanto dan Tukidi, Konsep Pembangunan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia, 

Jurnal Unnes.  
26. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Kencana 2014 hlm 2.  
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melalui berbagai tahapan sehingga penataan ruang yang nantinya dihasilkan akan 

bisa memenuhi tujuan tersebut. Sesuai dengan Permen ATR/BPR Nomor 11 

Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan 

Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 

Kabupaten, Kota dan Rencana Detil Tata Ruang. Sesuai dengan peraturan 

tersebut, maka penyusunan penataan ruang antara lain: Tahapan Persiapan, 

Pengumpulan data dan Informasi, Pengelolaan dan Analisis Data, Penyusunan 

Konsen RTRW, Penyusunan Ranperda. Secara rinci proses penyusunannya 

tergambarkan melalui gambar dibawah ini. 
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Gambar 1.1 Proses Penyusunan RTRW 

 

 

Sumber: Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 

Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan 

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan 

Rencana Detil Tata Ruang 

 

Kemudian dalam tahapan penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah, mengacu 

pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, 

Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detil Tata Ruang, dapat 

di gambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RTRW Nasional, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota 

 

Sumber: Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan 

Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana 

Detil Tata Ruang 

 

 

 

 

1.5.4 Perkebunan  

 Perkebunan memegang peranan yang sangat penting dan merupakan 

bagian tulang punggung ekonomi indonesia yang bersifat agrearis. Sektor 

perkebunan mengasilakan produksi yang baik yang dikomsumsi di dalam negeri, 

kesinambungan ekspor dari hasil perkebunan relatif lebih stail dibandingkan 

dengan hasil bumi lainnya seperti minyak dan gas bumi, sebagaian besar 

komunitas perkebunan di indonesia diusahakan oleh masyarakat yang dikenal 

dengan perkebunan rakyat dan hanya sebagaian kecil yang di usahkan oleh 
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perusahaan-perusahaan besar yang dikenal dengan perkebunan besar.27  

Perkebunan menurut Syechalad, merupakan usaha pertanian yang menjadi suatu 

kegiatan ekonomi dengan usahakan tanaman peladangan yang banyak dikelola 

secra individu maupun berkelompok. Perkebunan juga merupakan segala kegiatan 

yang mengusaakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam 

sebuah ekosistem yang sesuai mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil 

tanaman dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta 

manajemen.  

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi 

daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.28 Menurut 

Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo dia menyatakan bahwa perkebunan juga 

merupakan bagian dari suatu sistem perekonomian pertenian komersial dan 

kapitalistik, diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian dalam hal skala besar dan 

kompleks, sifat padat modal, penggunaan areal pertanian luas, perkebunan 

merupakan usaha pemanfaatan kering dengan menanam komoditi tertentu. 

 Kemudian berdasarkan pengelolaanya perkebunan dapat dibagi menjadi 

perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat merupakan suatu 

usaha budi daya tanaman perkebunan yang dilakukan dan diolah oleh rakyat 

sebagian besar hasilnya untuk dijual dan memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan 

perkebunan besar suatu usaha budi daya tanah yang kemudian dilakukan oleh 

 
 27. Ade Wachjar, M.S.  Pegertin, Kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan 
Tanaman Perkebunan Utama.   
 28.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
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badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahan milik swasta. 29 menurut 

Undang-Undang tentang Perkebunan, diatur bahwa perkebunan diselenggarakan 

berdasarkan asas; kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, 

keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkaadilan, kearifan lokal dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup 

 

 

1.5.5 Kopi 

 Indonesia merupakan negara yang kaya kan sumber daya alam. Al ini 

kemudian mendorong banyaknya pendagang asing yang singgah di Indonesia. 

Tanaman kopi itu sendiri masuk ke indonesia pada masa kolonial belanda, yang 

dimana indonesia merupakan sala satu produsen terbesar ke tiga setelah Berazil 

dan vietnam. Namun akibat arus globalisasi dan kapitalisme belanda yang 

diterima indonesia, budaya kopi indonesia hanya menjadi bagian dari keseharian 

yang tidak banyak aspirasi masyarakat lokal kopi merupakan salah satu mata 

dagangan yang mempuncai arti yang cukup tinggi. Indonesia sendiri yang paling 

banyak ditanami oleh kalangan masyarakat adalah kopi yang berjenis Arabika dan 

Rabusta.30  

 kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama 

dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Kopi berasal 

dari Aftrika, kemudian kopi baru dikenal dengan masyarakat dunia setelah 

tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah seperti Yaman dan Arab kemudian 

 
 29.Dr.Ir. Ade Wachjar, Pengertian, Kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan 

Tanaman Perkebunan Utama Modul 1.   

 30. http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint diakses minggu 18 Agustus 2024   

http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint
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merambat keberbagai negara lainnya salah satunya adalah Indonesia.31Kata Kopi 

berasal dari bahasa Arab yaitu qahwah yang berarti kekuatan, dikarenakan dahulu 

kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kemudia kata tersebut berubah 

ke dalam bahasa Turki menjadi Kahveh, kemudia berubah lagi menjadi koffie 

dalam bahasa Belanda dan hingga akhirnya diserap kedalam bahasa Indonesia 

menjadi kata Kopi.32 Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari sebuah 

proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Terdapat tiga jenis kopi yang 

telah terkenal didunia yaitu kopi Arabika, Kopi Robusta, dan Kopi Liberalika. Di 

Indonesia sendiri tanaman kopi mulai dikenal sejak tahun 1696, adapun jenis kopi 

yang pertamakali ditanam di Indonesia adalah kopi Arabika (Coffe Arabica). 

 Selain digunakan dalam industri makanan sebagai penambah rasa 

misalnya dalam industri makanan ringan dan permen. Selain itu kopi juga 

bermanfaat untuk lainnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Kafein mengurangi sakit kepala. Penelitian menemukan kafein yang terdapat 

dalam kopi atau teh (dalam jumlah tertentu) sanggup menolong mengobati 

sakit kepala. Menurut Seimur Diamond, M.D, dari Chicago’s Diamond 

Headache Clinic, penderita migrain dalam kategori ringan dapat disembuhkan 

dengan secangkir kopi. 

2. Kopi dapat meningkatkan penampilan mental dan memori karena kopi dapat 

merangsang banyak daerah dalam otak yang dapat mengatur tetap terjaga, 

rangsangan, mood dan konsentrasi. (Luis 2019). 

 
 31. http://eprints.undip.ac.id/77151/7/9-bab-II.pdf diakses Sabtu  17 Agustus 2024   

 32.https://suarabaru.id/2023/02/16/ini-pengertian-kopi-menurut-para-ahli diakses pada 05 

November 2023, pukul 15:00 WIB.    

http://eprints.undip.ac.id/77151/7/9-bab-II.pdf
https://suarabaru.id/2023/02/16/ini-pengertian-kopi-menurut-para-ahli
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3. Mencegah penyakit saraf. Kandungan antioksidan di dalam kopi akan 

mencegah kerusakan sel yang dihubungkan dengan parkinson. 

4. Meningkatkan mood, mental, kewaspadaan, dan kemampuan kognitif. Manfaat 

terbaik dari konsumsi kopi atau kafein adalah kemampuannya meningkatkan 

mood, pemforma fisik dan mental.33 

 

 

  

 
 33. https://lahan.co.id/pengertian-kopi/ diakses pada 05 November 2023, pukul 14:30 

WIB. 

https://lahan.co.id/pengertian-kopi/
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh para 

peneliti atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya, yang memiliki 

kesamaan topik dengan penelitian ini. Dengan penelitian terdahulu ini secara tidak 

langsung dapat membantu penulis dengan mengerjakan penelitian ini terarah dan 

tersusun rapi. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu terkait dengan penelitian yang akan mereka kaji, kemudian membuat 

suatu ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan. Berikut merupakan beberapa referensi yang berkaitan dengan 

judul penelitian sebagai berikut: 

 Pertama, Nur Afni Sawar (2022), penelitian berjudul “Strategi 

Pengembangan Komuditas Kopi Di Kecamatan Latimonjong Kabupaten Luwu”. 

Penelitian ini menujukan bahwa kondisi karakterstik dari Kecamatan Latimonjong 

yang memndukung semua aktivitas komoditas perkebunan kopi berdasarkan 

sebuah kajian kondisi fisik yang berupa suatu ketinggian, curah hujan, kemiringan 

suatu lahan. Penelitian ini juga menujukan bahwa Kecamatan Latimonjong 

mempunyai potensi komoditas kopi yang kemudian dapat dikembangkan berupa 

sebuah lahan perkebunan yang sangat luas, sumber daya manusia yang sangat 

memadai berdasarkan suatu kuantitasnya. Tetapi di dalam Kecamatan 

Latimonjong ini mempunyai masalah yang aksesbelitasnya, kemudian sarana dan 

prasarana pemasaran kopi yang berada di kecamatan ini kurang diketahui oleh 

masyarakat luar khususnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang 
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sebelumnya membahas tentang perkembangan komoditas kopi sedangkan di 

dalam penelitian ini membahas tentang kebun kopi dan juga tata ruangnya, 

perbedaan yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu mempunyai banyak 

analisis terkait salah satunya yaitu analisis spasial dan analisis lainnya.  

 Kedua, Diani Safitri (2018), penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini 

menujukan bahwa dimana peraturan didarah tersebut tentang rencana tata ruang 

wilayah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan pola 

ruang yang tersedia karena beberapa faktor pendukung yang tidak terealisasikan 

seperti kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta masalah 

kemiskinan. Pelaksanaan kebijkan RTRW-nya ditemukan tidak sesuai dengan apa 

yang tercantum dalam Perda RTRW pasal 28 ayat 1 yaitu bahwa rencana pola 

ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu 

untuk mengidentifikasi permaslahan yang terjadi, pemerintahan daerah 

membentuk unit organisasi yang terdiri atas kelompok lapangan memerlukan 

sumber daya yang berkompeten dalam menganalisis hal-hal yang tidak sesuai 

dengan peraturan kebijakan yang ada sebelumnya dan untuk meminalisir akan 

terjadinya kesenjangan tersebut.34  Perbedaanya adalah di dalam penelitian 

terdahulu tidak membahas tentang perkebunan kopi namun lebih membahas 

kepada rencana tata ruang perkebunan kopi lahan pertanian dan perikanan, 

sedangkan penelitian penulis lebih membahas kepada perkebunan kopi yang intes.   

 Ketiga, Khosiatin Muyassyaroh (2023). Penelitian berjudul “Tata Ruang 

Kawasan Kota Jember Tahun 1819-1929”. Penelitian ini menujukan bahwa untuk 

 
 34. Diana Safitri, Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di 

Kabupaten Sinjai   



29 

 

mengetahui dan memahami tata ruang kawasan kota Jember pada masa kolonial 

Belanda yang dimulai dari sejarahnya, pemnafaatan lahan serta pola jalan, serta 

pengaruh dari penataan ruang tersebut bagi kehidupan dalam aspek sosial dan 

ekonomi di jember. Dalam penelitian ini mengunakan Teori Mapologi kawasan 

kota dari Smailes dan Kevin Lynch. Dalam teori ini mengacu pada pemanfaatan 

tata ruang kawasan kota, gaya bangunan, dan kebijakan pemerintahan kolonial 

dalam membagi kawasan kota tersebut menjadi beberapa bagian. Hasil penelitian 

terdahulu menujukan bahwasannya Marpologi kawasan kota Jember masa 

kolonial belanda menampakan bentuk kawasan kota yang berupa bujur sangkar 

dengan model perkembangan konsentris dimana pengaruh yang mencolok 

terhadap perkembangan masyarakat yang lebih setabil dari segi sosial maupun 

perekonomian dari masa tersebut. Berbagai akses menjadi lebih mudah dengan 

dibangunya insfrastruktur atau lembaga pendukung untuk kepentingan penduduk 

dan pemerintah, dimana hasilnya adalah keberagaman yang terlihat dari 

banyakanya kebudayaan yang dibawa oleh masing-masing etnis sehingga 

kehidupan toleransi semakin mencolok dikota tersebut.  

 Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah 

membahas tentang tata ruang kawasan kotanya tanpa adanya tata ruang dalam 

konteks perkebunan, metodologinya juga membedakan penelitian terdahulu dan 

penelitian penulis.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penelitian, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 Nur Afini 

Sawar (2022) 

Setrategis 

Pengembangan 

Komuditas 

Kopi Di 

Kecamatan 

Latimonjong 

Kabupaten 

Luwu. 

Diskriptif, 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Kajian 

penelitian 

sebelumnya 

sama- sama 

membahas 

tentang 

tanaman 

kopi 

Di dalam penelitian 

sebelumnya, membahas 

tentang pengembangan 

komuditas kopi sedangkan 

didalam penelitian ini 

membahas tentang perkebunan 

kopi dan juga tata ruangnya, 

perbedaan selanjutnya diman 

penelitian terdahulu 

menggunakan banyak analisis 

terkait salah satunya yaitu 

analisis spasial dan analisis 

laiannya. 

2 Diani Safitri 

(2018) 

Implementasi 

kebijakan 

Rencana Tata 

Ruang 

Wilayah 

(RTRW) Di 

Kabupaten 

Sinjai. 

Diskriptif 

kualitatif 

Kajian 

terdahulu 

dan 

penelitian 

penulis 

sama-sama 

mengkaji 

tentang 

Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

Pada penelitian terdahulu tidak 

memebahas tentang 

perkebunan kopi namun lebih 

membas kepada rencana tata 

ruang perkebunan kopi lahan 

pertanian dan perikanan. 

Sedangkan penelitian penulis 

lebi kekonteks lahan 

perkebunan kopi yang intes. 

3 Khosiatin 

Musyassyaroh 

(2023) Tata 

Ruang 

Kawasan Kota 

Jember Tahun 

1819-1929 

Pendekatan 

Historis 

diakronik 

Kajian 

terdahulu 

dan 

penelitian 

penulis 

sama-sama 

mengkaji 

tentang 

Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

Perbedaan dari penelitii 

sebelunya membahas tentang 

tata ruang kawasan kotanya 

tanpa adanya tata ruang dalam 

konteks 

perkebunan.metodeloginya 

juga membedakan peneliti 

terdahulu dan penelitian 

penulis. 
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Teori Kewenagan  

 Secara Teori menyebutkan bahwa kewenagan atau wewenag adalah 

kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan 

pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan 

kewajiban publik.35 Secara rinci Teori ini menyebutkan bahwa kewenangan atau 

wewenang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau pejabat 

publik yang diperoleh melalui aturan hukum. Artinya ukum yang memberikan 

pemerintahan atau pejabat publik untuk melaksanakan kewenangan tanpa aturan 

hukum maka tidak ada kewenagan. 

Kewenagan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang lain.36 Secara pengertian bebas kewenangan hak seseorang indevidu 

yang melakukan suatu tindakan dengan batasan tertentu yang diakui oleh indevidu 

lain dalam suatu orang atau kelompok tertentu. 

Wewenang atau kewenangan sendiri berasal dari kata “authority” dalam 

bahsa inggris dan “gezag” dalam bahsa belanda. Istilah wewenang sering juga 

diakitkan dengan istilah kekuasaan dan memberikan hak dan kewajiban Begir 

Manan juga mempertegas istilah dari terminologyapa yang dimaksutkan dalam 

wewenang pemerintahan.37 wewenang sebagai konsep publik terdiri dari adanya 3 

(tiga) komponen, yaitu Pengaruh, Dasar Hukum dan Konformitas Hukum.  

 
 35. Abriged, Black’s Law Dictionary 7th Edition, West Publishing Co, St. 
PaullMinnesotta,2000   
 36. Kamus Besar Indonesia   
 37. Sahya Anggara, Kebijakan Publik, Bandung Pustaka Setia, 2014 hlm 249   
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Sejalan dengan berjalannya pilar utama negara hukum yaitu asas legilitas atas 

ketentuan prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang sah seornag pejabat atau 

badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan keputusan 

pemerintahan juga memberikan suatu kewenangan merupakan sebagai atribut bagi 

setiap orang yang menjabat. 38 

  

Begir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. 

Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu atau menutut pihak lain 

untuk melakukan dan mengambil tindakan. Dalam hukum Administrasi negara 

wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

diperoleh melalui cara-cara yaitu: Atribusi, adalah wewenag asli yang diperoleh 

atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan atau 

orang negara. Pemberian kewenagan pada badan atau lembaga negara tertentu 

baik oleh pembentukan undang-undang. Delegasi, adalah pelimpahan suatu 

wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atribusi kepada 

badan pemerintahan lainnya. Dan sedangkan cara  Mandat, adalah wewenang 

yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari negara kepada negara 

lainnya. Kewenagan dan tanggung jawab masih dipengang sipemberi mandat, 

pemerintahan mandat hanya memengang wewenang pemberi mandat, sehingga 

tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.  Setelah memperoleh 

kewenangan tersebut, barulah pemerintahan dapat menjalankan tugas 

 
 38. Nur Basuki Winamo, Pemrintahan Wewenang dan Tindak Pidana Karupsi, laksbang 
mediatama, Yogyakarta 2008, hlm 70.   
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kewenagannya.39 Berdasarkan ketiga cara kewenangan tersebut Atribusi 

merupakan sumber yang lazim yang digariskan melalui pembagian kekuasaan 

oleh undang-undang, berbeda daeri delegasi dan mandat merupakan kewenagan 

yang berasal dari pelimpahan wewenang. Bagir Manan menyatakan dalam hukum 

Tata Negara, “ kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat 

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. kewajiban memuat keharusan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum 

administerasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara”.Menurut Philipus M. Hadjon, 

wewenang atau kewenangan di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum, maka 

didalam konsep hukum publik kewenangan berkaitan dengan kekuasaan.40 

 Adapun kewenagan yang telah diberikan oleh pemerintah khusunya 

pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah adalah diberikannya suatu kebolehan 

untuk mengarap atau membuka lahan bagi masyarakat dan di berikan suatu 

kawasan lahan pertanian untuk masyarakat olah dan ditanami.  

 

2.2.2 Teori Ruang 

Ruang sebagai etitas Abstrak hal inilah yang harus diproduksi oleh 

kapitalisme, kekuatan modal menentukan rancangan dan peruntukan ruang baru 

sesuai dengan kepentinngannya. Ruang juga tidak lagi dilihat dari sesuatu yang 

konkret yang menghadirkan realita aktivitasmanusia penghuninya, akan tetapi 

 
 39. https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014 diakses Kamis 15 Agustus 2024  

 40. Pilipus M. Hadjo, “Tentang Wewenang “ , Jurnal Pro Justisia, Yurdika, No. 5 dan 6 

Tahun XII.   

https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014
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dilihat sebatas sebagai rancangan atau gagasan ideal dengan membawa 

kepentingan modal dibelakangnya.41  

Secara Teori menurut Henry Lefebvre ruang adalah ruang sosial dan 

kemudian selalu terkait dengan gejala sosial, menurutnya ruang dapat dikelola, 

dilindungi, dan dimanfaatakan secara efektif.42 Teori ini kemudian 

dikembangakan lagi oleh NUS (New Urban Sociology) yang mulai muncup pada 

Tahun 1970 kemudian menyebar ke eropa dan keseluruhan dunia. Ruang juga 

dihubungkan dengan empat hal yaitu: Analisi mengenai bagaimana hubungan 

antara masalah perjuangan komunitas Urbantau neighborhood, dengan masalah 

perjuangan kelas dan konsumsi kolektif.  pemahaman dan interpretasi mengenai 

urban finance dan kerisis urban. penekanan pada proses pertumbuhan yang 

timpang, dan dalam proses demikian ini bagai mana arti yang ditimbulkan oleh 

perubahan urban atau transisi regional. Dan analisi pengaruh yang ditimbulakan 

oleh financial capital dan realistate capital terhadap lingkungan uraban. Secara 

umum tori ini memposisikan pentingnya suatu kualitas hidup manusia dan 

kualitas lingkungan saling bergantungan. 

  Ruang pada dasarnya dikarenakan adanya suatu hubungan antara sebuah 

objek dan manusia yang saling keterkaitan, hubungan itu bermula ditentukan oleh 

penglihatan.43 Menurut Lefebvre dia menyebutkan bahwa ruang sebagai Space 

dan place, terkait dengan proses produksi secara sosial. Proses ini juga terjadi 

didalam kalangan masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya memiliki 

 
 41. Andi Setiawan, Produksi ruang sosial sebagai konsep pengembangan ruang 
perkotaan.   
 42. Dwianto, Raphaella Dewantara (2012) “Teori Ruang dalam Sosial Perkotaan: sebuah 
pendekatan baru masyarakat” Jurnal Sosial, Vol 17 No 1  
 43.https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5243/8/.UNIKOM_REANDINI%20SYU%27ARA
%20DEWI-bab%2011.PDF diakses pada tanggak 8 Februari 2024, Jam 6.30   
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kekuasaan tetapi memahami praktis didlam kehidupan keseharian termasuk 

tindakan politik ekonomi untuk melakukan suatu perubahan yang akan 

mendatang.44  

 Adapun ruang yang baik dikelola oleh pemerintahan dan dimnfaatkan 

secara baik oleh masyarakat untuk keberlangsungan hidup dan menstabilkan 

perekonomian masyarakat. Adapun ruang yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat untuk dikelola dengan baik yanitu seperti ruang kawasan Budi Daya, 

yang termasuk kawasan peruntukan perkebunan atau pertanian, kawasan 

peruntukan perikanan dan kawasan petanian lahan basah dan dapat dikelola 

dengan baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat kedepannya.    

  

 
 44. Publikasi_98034_7379.pdf. diakses pada tanggal 9 Februari 2024, Jam 07.10  
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BAIB III 

METODE PENELITIAIN 

 

3.1 Pendekaitain dain Jenis Penelitiain 

  Metode penelitiaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuailitaitif 

mailailui pendekaitain deskriptif, Deskriptif yaiitu aidainyai suaitu rumusain maisailaih 

yaing aikain memaindu penelitiain untuk mengeksploraisi aitaiu memaintaiu situaisi 

sosiail yaing kemudiain aikain diteliti. Menurut Bogdain dain Tylor yaing dikutip oleh 

Lexy. J. Moleong, pendekaitain kuailitaitif merupaikain prosedur penelitiain yaing 

menghaisilkain daitai diskriptif berupai kaitai tertulis maiupun lisain dairi oraing-oraing 

dain perilaiku yaing diaimaiti.45 Dain pendekaitain AInailisis Konseptuail. Menurut Peter 

Maihmud, pendekaitain AInailisi Konseptuail dilaikukain dikairenaikain penelitiain ini 

tidaik berainjaik dairi aiturain hukum yaing aidai. Hail itu dilaikukain kairenai belum aitaiu 

tidaik aidai aiturain hukum untu maisailaih yaing di haidaipi.46  

Sedaingkain Pendekaitain Sejairaih menurur Peter, dilaikukain dailaim keraingkai 

pelaicaikain sejairaih lembaigai hukum dairi waiktu ke waiktu. Pendekaitain ini saingait 

membaintu penelitiain untuk memaihaimi filosofi dairi aitaiurain hukum dairi waiktu ke 

waiktu.47yaing dimainai penelitiain kuailitaitif ini jugai sering digunaikain dailaim 

penelitiain ilmiaih yaing dilaikukain oleh sekelompok peneliti. Penelitiain kuailitaitif 

dilaiksainaikain untuk membaingun pengetaihuain melailui pemaihaimain dain penemuain 

di laipaingain.  

 

  

 
 45. Lexy J. Meleong, Metodelogi penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm 4.   

 46. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011, Hal 157  

 47. Marzuki, Ibid. Hal. 126  
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  Pendekaitain penelitiain ini aidailaih sailaih saitu proses penelitiain dain 

pemaihaimain yaing beraisail dairi metode yaing meneyelidiki suaitu maisailaih aitaiu 

fenomenai sosiail dain maisailaih mainusiai.48 Dengain metode penelitiain kuailitaitif ini 

dihairaipaikain bisai menjaiwaib rumusain-rumusain maisailaih dengain daipaitnyai 

mengumpulkain suaitu informaisi paidai oraing-oraing yaing diyaikini mempunyaii 

informaisi penuh tentaing yaing aikain diteliti. Penelitiain kuailitaitif ini jugai 

dilaikukain paidai kondisi ailaimiaih yaing bersifait penemuain.  

 

3.2 Fokus Penelitiain  

Fokus penelitiain merupaikain perbaitaisain sebuaih maisailaih, dain 

mengumpulaikain daitai yaing penting aitaiu tidaik penting untuk mempermudaihkain 

prose penelitiain yaing aikain dilaikukain. Dailaim penelitiain ini yaing berjudul 

AInailisis Politik Taitai Ruaing Perkebunain Kopi di Kaimpung Kepailai AIkail dain 

Tainaih AIbu, Kecaimaitain AItu Lintaing Kaibupaiten AIceh Tengaih Berfokus kepaidai 

baigaii mainai suaitu baigiain yaing terkaiit dengain judul penelitiain.  

 

3.3 Lokaisi Penelitiain 

  Lokaisi yaing dipilih oleh peneliti aidailaih Kaipung Kepailai AIkail dain Tainaih 

AIbu Kecaimaitain AItu Lintaing Kaibupaiten AIceh Tengaih. Lokaisi penelitiain ini 

dipilih dikairenkain objek kaijiain peneliti aidailaih tentaing Politik Taitai Ruaing 

Perkebunain Kopi yaing beraidai di duai kaimpung didailaih Kecaimaitain AItu Lintaing 

Kaibupaiten AIceh Tengaih, yaing menjaidi sailaih saitu Kaibupaiten aitaiu Kaimpung 

yaing menanam perkebunain kopi. Lokaisi penelitiain merupaikain tempait dimainai 

 
 48. Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif (Jakrta: Gaung Persada, 2009)   



38 

 

penelitiain ini dilaikukain aitaiu tempait yaing dimainai seoraing peneliti yaing aikain 

kemudiain melaikukain penelitiainnyai.  

 

3.4 Jenis Penelitiain dain Sumber Daitai  

 Jenis penelitiain yaing digunaikain dailaim penelitiain ini merupaikain aidai duai 

maicaim, yaiitu penelitiain kepustaikaiain (Librairy resecairch) dain penelitiain 

laipaingain (field reseairch).  Kemudiain sumber daitai yaing merupaikain baihain utaimai 

yaing diperlukain dailaim sebuaih penelitiain. AIdaipun sumber daitai yaing penulis 

gunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih:  

a. Sumber daitai sekunder  

Daitai sekunder mencaingkup kedailaim dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

haisil penelitiain yaing berwujud laiporain. Penulis mendaipaitkain sumber daitai 

skunder ini dengain cairai membaicai dain menelaiaih buku-buku, jurnail, kaimus, 

maijailaih baihkain hinggai situs web.  

b. Sumber daitai primer  

Penulis jugai menggunaikain sumber daitai primer dengain cairai mengumpulkain 

semuai daitai-daitai dain informaisi yaing diperoleh melailui haisil dairi sebuaih 

penelitiain yaiitu observaisi dain waiwaincairai dilokaisi penelitiain. Kemudiain 

sumber daitai primer ini penulis aikain mengolaih daitai yaing ditemukain dain aikain 

membuait suaitu ainailisis daitai dokumen aigair rumusain maisailaih yaing telaih dikaiji 

dain diteliti daipait dicaipaii.  
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3.5 Teknik Pengumpulain Daitai 

 Dailaim suaitu penelitiain daitai merupaikain keteraingain suaitu objek penelitiain 

yaing diperoleh dairi lokaisi penelitiain. teknik pengumpulain daitai merupaikain sailaih 

saitu yaing terpenting didailaim kairyai ilmiaih kairenai jikai judul kairyai ilmiaih yaing 

sudaih disetujui dain diteliti maikai penulis aikain daipait memulaii pengumpulain daitai. 

Melalui teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut   

1. Observaisi 

Dailaim penggunaiain metode ini cairai yaing pailing efektif aidailaih dengain 

melengkaipinnyai formait aitaiu blanigko pengaimaitain sebaigaii instrumen. 

Formaitain yaing kemudiain disusun berisikain tentaing item-item tentaing 

kejaidiain aitaiu tingkaih laiku.49 Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

perkebunan kopi yang berada didalam 2 kampung yaitu Kepala Akal dan 

Tanoh Abu tidak masuk kedalam Rencana Tata Ruang perkebunan 

Kabupaten Aceh Tengah. Dan terdapatnya pengembangan perkebunan kopi 

yang berada didalam hutan lindung secara makanisme hal itu tidak 

diperbolehkan.   

2. Waiwaincairai 

Teknik pengumpulain daitai ini dilaikukain secairai laingsung oleh peneliti dailaim 

bentuk tainyai jaiwaib aitaiu waiwaincairai oleh nairaisumber yaing bertindaik sebaigaii 

informain untuk memperoleh daitai yaing diperlukain dailaim penelitiain. Seperti 

Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang diwakili oleh Bidang Biro 

Ekonomi, memberikan informasi bagaimana posisi pemerintahan terkait 

dengan pengembangan perkebunan kopi Aceh Tengah. Kantor BAPPEDA 

 
 49. Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 229  
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atau PUPR yang mengimbangi permasalahan Tata Ruang, mencari Informasi 

kawasan-kawasan yang masuk dan tidak masuk kedalam Rencana Tata Ruang 

perkebunan, dan tahapan-tahapan apa saja yang harus dipenuhi sehingga bisa 

masuk kedalam tata ruang perkebunan. Kantor Pertaniaan BPP Kecamatan 

Atu Lintang, mencari Informasi batasan-batasan dan luas area produksi 

perkebunan kopi yang ada di Kecamatan. Pihak kecamatan yang diwakili oleh 

sekcam (sekertaris camat) mencari informasi bagaimana relasi atau tanggapan 

Camat terkait dengan perkebunan kopi yang berada di Kecamatan Atu 

Lintang terkait dengan batasan kawasannya. Reje kedua Kampung, mencari 

informasi bagaiamana relasi Reje atau kepala kampung terkait dengan 

pengembangan perkebunan yang dilakukan masyarakatnya. Dan beberapa 

masyarakat dari kedua kampung, mencari informasi terkait dengan kawasan 

perkebunan yang ditanami oleh mereka apa sitanami didalam kawasan 

budidaya khusunya perkebunan atau hutan lindung.  

3. Dokumentaisi   

Dokumentaisi merupaikain suaitu cairai yaing digunaikain untuk memperoleh daitai 

dain suaitu informaisi dailaim bentuk buku yang terkit dengan perencanaan Tata 

Ruang, tulisain aingkai dain gaimbair yaing merupaikain laiporain sertai keteraingain 

yaing aikain daipait mendukung penelitiain tersebut. dailaim hail ini peneliti aikain 

mengumpulkain dokumen-dokumen yaing terkaiit dengain Rencana Tata Ruang 

yaing aikain diteliti.50   

  

 
 50. M Mery. http://repository.iainpare.ac.id/.3138/4/16.3300.047%20BAB%203.PDF 

.2021 Diakses pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 10.14  

http://repository.iainpare.ac.id/.3138/4/16.3300.047%20BAB%203.PDF
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BAIB IV 

HAISIL PENELITIAIN DAIN PEMBAIHAISA IN  

 

4.1. Profil Kecaimaitain AItu Lintaing  

 Kecaimaitain AItu Lintaing aidailaih sailaih saitu Kecaimaitain yaing beraidai di 

Kaibupaiten AIceh Tengaih. Kecaimaitain ini sebaigaii kaimpung yaing dulunyai 

merupaikain lokaisi Trainsmigraisi pertaimai di wilaiyaih ini. Kecaimaitain AItu Lintaing 

sendiri memiliki 11 Kaimpung, menjaidi pusait Kecaimaitain yaiitu Kaimpung Meraih 

Mege.  Kecaimaitain AItu Lintaing sendiri menjaidi sailaih saitu penghaisil kopi terbaiik 

di Kaibupaiten AIceh Tengaih. AIdaipun sailaih saitu Kaimpung yaing beraidai di 

Kecaimaitain ini aidailaih Kaimpung Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu.  

 Kecaimaitain AItu Lintaing merupaikain sailaih saitu kecaimaitain yaing terletaik di 

Kaibupaiten AIceh Tengaih. Secairai geograifis, kecaimaitain aitu litaing ini mempunyaii 

11 kaimpung, dengain luais wilaiyaih aidministraisi 146,27 Hai, dengain jumlaih 

penduduk mencaipaii 7.083 paidai taihun 2019. AIdai beberaipai penduduk berprofesi 

sebaigaii petaini kopi, dengain jumlaih kebun kopi yaing begitu bainyaik membuait 

kecaimaitain ini menjaidi penghaisil kopi airaibikai terbaiik.51 Luais wilaiyaih 

perkebunain kopi yaing beraidai di kecaimaitain AItu Lintaing hinggai mencaipaii 10.000 

Hai. 

 

 

 

 

 
51.Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara. Analisis Kebijakan dan Implementasi Gap 

dalam Merespon Masalah Ilegal logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah. Jurnal 

Administrasi dan Kebijakan Publik   
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Gambar peta 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Atu Lintang 

 

 

 

4.2. Implementasi Kebijaikain Perencanaan Tata Ruang Pemerintahan 

Kabupaten Aceh Tengah tentang perekbunan kopi  

4.2.1. Posisi dain Dukunga in Pemerintaihain Kaibupaiten AIceh Tengaih 

terhaidaip Pengembaingain Kopi  

 

Visi dain Misi AIceh Tengaih Terwujudnyai Maisyairaikait Daimaii, Sehait, 

Cerdais, Religius dain Mairtaibait menuju maisyairaikait AIceh Tengaih aidil dain 

sejaihterai. AIdaipun hail yaing terkaindung di dailaimnyai aidailaih kesejaihteraiain, yaing 

bermaiknai mewujudkain kesejaihtaieraiain maisyairaikait yaing lebih baiik melailui 

pembaingunain ekonomi produktif yaing mengaindailkain potensi unggulain lokail 

yaing raimaih lingkungain. Tentunyai hail ini hairus berjailain dengain aidainyai misi 

sailaih saitunnyai yaiitu mewujudkain kesejaihtraiain maisyairaikait yaing lebih baiik. Oleh 

kairenai itu pemerintaihain AIceh Tengaih bainyaik melaikukain kerjaisaimai dengain 

komunitais-komunitais kopi, gunai membaingun pengembaingain kopi sailaih saitunyai 
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dengain Baidain Pengembaingain Pertainiaiain dain AIsosiaisi Eksportir Kopi Indonesiai 

(AIEKI) dain Sustaiinaible Coffe Plaitrom Indonesiai (SCOPI). AIdaipun visi misi dairi 

AIEKI ini yaiitu untuk meningkaitkain citrai kopi Indonesiai di paisair Kopi 

Internaisionail, gunai meraiih posisi terbaiik dain mempertaihainkain eksistensi kopi 

Indonesiai di paisair duniai secairai berkesinaimbungain,52 hail ini tentu berjailain 

selairais dengain visi dain misi AIceh Tengaih. 

Berdaisairkain waiwaincairai penulis dengain pihaik Kaintor Bupaiti AIceh Tengaih 

bidaing Biro Ekonomi terkaiit dengain posisi pemerintaihain terhaidaip 

pengembaingain perkebunainai kopi.  

 “Jikai ditainyai tentaing posisi pemerintaihain maikai saingait penting baigi 

keberlaingsungain perekonomiain maisyairaikait, kairenai daipait meningkaitkain 

pertumbuhain perekonomiain jaiuh diaitais aingkai raitai-raitai. Bainyaiknyai 

maisyairaikait kitai maitai pencairiainnyai bersumber dairi perkebunain kopi, kitai 

jugai daipait mengenailkain kopi yaing beraisail dairi AIceh ini keduniai aigair 

mendaipaitkain hairgai juail yaing dinginkain oleh maisyairaikait sekitair. Oleh 

kairenai itu pentingnyai untuk mengetaihui tentaing baitaisain-baitaisain kaiwaisain 

yaing boleh ditainaimi. Kairenai jikai perkembaingain perkebunain itu tidaik 

beraidai di dailaim kaiwaisain budidaiyai maikai aikain saingait disaiyaingkain baigi 

petaini kopi aitaiupun sejenisnyai. Oleh kairenai itu pemerintaihain AIceh Tengaih 

bainyaik menjailin hubungain kerjai saimai dengain komunitais-komunitais 

orgainisaisi kopi contohnyai seperti AIeki dain Scopi, terkaiit dengain aidainyai 

kerjai saimai ini saingait di hairaipkain daipait mewujudkain kuailitais kopi gaiyo 

semaikin di kenail dengain kailaingain maisyairaikait luair, hail ini jugai kitai 

inginkain hairgai juail kopi semaikin diaitais raitai-raitai.”53 

 

Berdasarkan haisil waiwaincairai, Beliaiu menyebutkain baihwai posisi 

pemerintaihain daerah di Kabupaten Aceh Tengah krusial untuk keberlangsungan 

pengembangan perkebunan kopi, pemerintahan juga berkomitmen untuk bekerja 

sama dengan berbagai komuditas kopi meningkatkan nilai jual kopi dan 

memperkenalkan produk kopi daerah secara luas. Kebijakan yang telah diterapkan 

mendukung pengembangan kopi sesuai dengan visi dan misi daerah serta rencana 

 
 52. https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/perdagangan/pemkab-aceh-tengah  

 53.wawancara bersama Kantor Kabupaten Aceh Tengah    

https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/perdagangan/pemkab-aceh-tengah
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pembangunann wilayah dukungan dan harapan ini akan menguntungkan petani 

kopi dan menungkatkan hasil kopi di Aceh Tengah sendiri sesuai dengan strategis 

yang telah direncanakan dalam RTRW. Dengain aidainyai kerjai saimai ini 

pemerintaihain menghairaipkain hairgai juail kopi di aitais aingkai raitai-raitai dain kopi di 

daieraih ini daipait dikenail oleh maisyairaikait luais. dilihait dairi bainyaiknyai perkebunain 

kopi yaing beraidai di AIceh Tengaih kemungkinain besair aikain mendaipaitkain hail 

yaing diinginkain pemerintaih dain petaini.  

 

4.2.2 Implementasi kebijakan perencanaan tata ruang pemerintahan 

Kabupaten Aceh Tengah tentang perkebunan kopi 

   

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses 

kebijakan oleh karena itu banyak tokoh yang memberikan batasan-batasan tentang 

implementasi kebijakan. Implementasi yang upaya mengwujudkan kebijakan 

yaitu melakukan identifikasi mengenai permasalahan publik yang berkaitan untuk 

peruntukan publik yang berkaitan peruntukan masing-masing wilayah diseruh 

kabupaten khusunya Aceh Tengah, sehingga dapat menetukan prioritas bagi 

pemerintahan untuk mengenai permasalahan publik. Setelah ditentukan 

prioritasnya maka pemerintahan barulah melakukan perumusan kebijakan sebagai 

langkah awal. Kemudian pemerintahan membentuk suatu unit organisasi yang 

khusu mengiidentifikasi permasalahan dan juga organisasi yang melakukan 

formalisasi kebijakan. 
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  AIdaipun Rencainai Taitai Ruaing Kaibupaiten AIceh Tengaih dailaim 

Pembaingunain perkebunain kopi telaih diaiturnyai didailaim beberaipai kebijaikain 

rencainai taitai ruaing aintairai laiin: 

a. Qainun Kaibupaiten AIceh Tengaih Nomor 2 Taihun 2016 Tentaing Rencainai Taitai 

Ruaing Wilaiyaih Taihun 2016-2036.  

Qainun ini mengaitur tentaing taitai ruaing kaiwaisain yaing beraidai di kaibupaiten 

AIceh Tengaih. Di dailaim paisail 2 disebutkain aidai 4 (Empait) AIzais sailaih saitunyai 

aidailaih kelestairiain yaiitu menciptaikain hubungain yaing seraisi aintairai mainusiai dain 

lingkungain yaing tercermin dairi polai intensitais pemainfaiaitain ruaing dain 

keterbukaiain yaiitu setiaip oraing/pihaik yaing daipait memperoleh keteraingain 

mengenaii produk rencainai taitai ruaing gunai berperain sertai proses penaitaiain ruaing. 

Kemudiain di dailaim Paisail 10 AIyait 7 Huruf C jugai dijelaiskain baihwai Kaibupaiten 

AIceh Tengaih aikain mengembaingkain fungsi kaiwaisain perkebunain khususnyai kopi 

secairai terpaidu dengain perternaikain dain perkebunain laihain kering.54  

Dengain kaitai laiin mengaicu paidai Qainun ini, Pengembaingain Kopi telaih: 

1. Dikembaingkain paidai kaiwaisain yaing telaih diailokaisikain yaiitu kaiwaisain 

pemainfaiaitain yaiitu kaiwaisain budidaiyai jikai mengaicu paidai mekainisme dain 

prosedur peraiturain taitai ruaing. 

2. Pengembaingkain kopi aikain dikembaingkain melailui kaiwaisain secairai khusus 

naimun tetaip memiliki keterpaiduain dengain kaiwaisain pemainfaiaitain laiin itu 

peternaikain dain perkebunain.  

3. Pengembaing-pengembaingain kopi bukain paidai kaiwaisain hutain lindung aitaiu 

hutain produksi maiupun hutain produksi terbaitais.  

 
 54.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 20216   
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b. Peraiturain Gubernur AIceh Nomor 32 Taihun 2022 Tentaing Pedomain Taitai 

Kelolai Kopi AIraibikai Gaiyo Sebaigaii Kopi Spesiailti.  

 

AIdaipun paisail-paisail yaing terkaindung didailaim gubernur ini aidailaih Paisail 1 

Taitai kelolai kopi AIraibikai Gaiyo aidailaih suaitu sistem aitaiu cairai maiupun proses 

yaing mengaitur dain mengendailikain hubungain aintairai pihaik pemerintaihain AIceh 

dengain seluruh pihaik yaing berkepentingain terhaidaip kopi AIraibikai Gaiyo 

mengenaii haik dain kewaijibain merekai, yaing bertujuain untuk meningkaitkain daiyai 

saiing, nilaii taimbaih dain keberlainjutain kopi AIraibikai Gaiyo. Kemudiain didailaim 

paisail 3 terkaindung tujuain untuk menjaimin kepaistiain hukum terhaidaip taitai kelolai 

kopi AIraibikai Gaiyo sebaigaii produk spesiailiti, menjaimin perlindungain hukum 

terhaidaip perkebunain kopi dain pelaiku usaihai dain menjaigai kelestairiain kaiwaisain 

kopi AIraibikai. AIdaipun paisail laiin yaing terkaindung dailaim Pengaiturain Gubernur 

ini aidailaih paisail 5 yaiitu perencainaiain penggunaiain laihain sebaigaii mainai yaing 

dimaiksut paidai aiyait 1 hairus memperhaitikain, pertumbuhain penduduk dain 

kebutuhain komsumsi maisyairaikait.55 

Melailui kebijaikain ini Pemerintaih Kaibupaiten AIceh Tengaih membaingun 

taitai kelolai Kopi AIraibikai Gaiyo yaing sejailain visi dain misi sertai komitmen untuk 

mewujudkain Kopi AIraibikai Gaiyo yaing menjaidi produk aindailain dain menjaidi 

produk yaing benkontribusi straitegis paidai pembaingunain di kaibupaiten ini. 

 

 

 
 55. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022   
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c. Peraiturain Bupaiti AIceh Tengaih Nomor 1 Taihun 2019 Tentaing Proritais 

Penggunaiain dain Kaimpung Taihun 2019 Dailaim Kaibupaiten AIceh Tengaih. 

 

Didailaim peraiturain Bupaiti AIceh Tengaih Baib II kebijaikain pengaiturain dainai 

kaimpung dain disini dijelaiskain baihwai, pengaidaiain, pembaingunain, pemainfaiaitain 

dain pemelihairaiain sairainai dain praisairainai pengelolaiain haisil pertainiain untuk 

ketaihainain paingain dain usaihai pertainiain yaing difokuskain kepaidai pembentukain 

dain pengembaingain produk unggulain kaimpung dain/aitaiu produk unggulain 

kaiwaisain perkaimpungain aintairai laiin, pengeringain haisil pertainiain seperti: laintaii 

jemur gaibaih, jaingung, dain kopi.  

Berbaigaii kebijaikain diaitais, Pemerintaih Kaibupaiten AIceh Tengaih jugai 

memiliki kebijaikain tentaing aidainyai identifikaisi daiftair usaihai perkebunain untuk 

budidaiyai. Kebijaikain ini aikain memaistikain pengembaingain kopi kaibupaiten ini 

aikain terdaiftair sertai bisai dilaikukain monitoring dain evailuaisi aitais pengembaingain 

kopi termaisuk pemgaimbaingainnyai di kaiwaisain budi daiyai. 

Berdasarkan penjelaisain di aitais daipait penulis simpulkain baihwai posisi 

pemerintaihain terkaiit dengain pengembaingain perkebunain kopi saingait memiliki 

perain penting. Oleh kairenai itu terkaiit dengain kebijaikain-kebijaikain yaing telaih 

dikeluairkain oleh pemerintaih daipait menjaidi aicuain baigi maisyairaikait yaing 

menainaim dain membukai laihain perkebunain sesuaii dengain keputusain yaing telaih 

disetujui dain di keluairkain oleh pemerintaihain baiik pemerintaihain pusait maiupun 

pemerintaihain kaibupaiten AIceh Tengaih sendiri.  

Posisi dain dukungain itu memaing sudaih sehairusnyai dikairenaikain itu aidailaih 

sebaigaiiain dairi kewenaingain dain kebijaikain secairai teori. kewenaingain itu memaing 
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sehairusnyai dimiliki oleh pemerintaihain dain merekai mempunyaii haik 

menjailainkainnyai hainyai saijai kewenaigain yaing baiik aidailaih kewenaingain yaing 

memiliki komponen daisair, seperti komponen pengairuh, daisair hukum dain jugai 

konformitais hukum.56 

Kebijaikain secairai teori aidailaih kebijaikain yaing baiik seharusnya dipengaruhi 

oleh komunikasi yang efektif,  dijlainkain dain dilihait sesuaii dengain kondisi sumber 

daiyai, disposisi dain struktur biokraisi.57 

 

4.3. Kendailai yaing Meyebaibkain Perkebunain Kopi di Kaimpung Kepailai AIkail 

dain Tainoh AIbu tidaik di aitur kedailaim Taitai Ruaing Kaibupaiten AIceh 

Tengaih  

4.3.1.  Perkebunain Kopi di Kaimpung Kepailai AIkail dain Tainoh Aibu 

Perkebunain kopi ini pertaimai kaili dikenailkain oleh oraing-oraing penjaijaih 

koloniail Belaindai. Paidai saiait itu sekitairain AIbaid ke-19 maisai penjaijaihain Belaindai 

yaing kemudiain dikenailkain kepaidai maisyairaikait-maisyairaikait AIceh Tengaih. 

Kemudiain dengain runtuhnyai koloniail Belaindai dengain kenaiikain kemerdekaiain 

Republik Indonesiai. Paidai saiait itu membuait perkebunain kopi yaing beraidai 

dikaiwaisain AIceh Tengaih semaikin berhaisil dain mendaipaitkain hairgai juail yaing 

laiyaik. Sebelumnyai, oraing-oraing belaindai menainaim dain memperkenailkain 

pertumbuhain kopi dairi kaimpung ke kaimpung, sailaih saitu kaimpung yaing di 

kunjungi aidailaih kaimpung Blaing Gele dain Paiyai Tumpi kemudiain meraimbait ke 

kaimpung laiinnyai. Begitu pun dengain perkembaingain perkebunain yaing beraidai di 

Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu Kecaimaitain AItu Lintaing. AIwail mulainyai 
 

 56. Nur Basuki Winamo, Penyalagunaan Wewenang dari Tindak Pidana Korupsi, 

Laksambang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 70  

 57 . A.G S ubarsono, Analisi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011) hlm 90 
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maisyairaikait kecaimaitain ini terjaidi Trainsmigraisi. Oleh kairenai itu maisyairaikait yaing 

terkenai daimpaik Trainsmigraisi ini memilih untuk membukai laihain perkebunain dain 

mengembaingkain kopi, yaing menjaidi sailaih saitu sumber ekonomi maisyairaikait.    

Kondisi Perkebunain Kaimpung Kepailai AIkail Dain Tainoh AIbu saingait baiik 

dairi sisi peraiwaitain kopi, dain penghaisilain kopi, tetaipi tidaik dengain staitus 

kaiwaisainnyai. Bainyaiknyai maisyairaikait menainaim aitaiu memiliki perkebunain kopi 

yaing staitus laihainnyai tidaik jelais. Kebijaikain Kecaimaitain dain Kaimpung yaing 

selaimai ini dilaiksainaikain secairai lisain terkaiit dengain kondisi pengembaingain kopi, 

merekai aikain mengusaihaikain maisyairaikait daipait memainfaiaitaikain kaiwaisain yaing 

kosong terlepais dairi staitus laihainnyai, merekai jugai memperbolehkain maisyairaikait 

mengairaip laihain yaing kosong dengain ditainaimi kembaili dengain tumbuhain-

tumbuhain yaing menghaisilkain dain daipait membaingun perekonomiain merekai. 

“Kaimi selaiku Pemerintaihain Kecaimaitain mengijikain maisyairaikait untuk 

membukai laihain perkebunain yaing beraidai didailaim kaiwaisain kosong, itupun 

dengain caitaitain ditainaimi kembaili dengain tumbuhain yaing daipait membaitu 

perekonomiain maisyairaikait itu sendiri. Dengain caitaitain ketikai sudaih dibukai 

maikai hairus ditainaimi tidaik boleh di pengkailaiikain, ketikai tainaimain itu sudaih 

beraidai didailaim kaiwaisain itu lebih dairi 20 Taihun laimainyai maikain aikain 

dikeluairkainnyai sejenis sertifikait tainaih, itupun tidaik untuk dimiliki”.58 

 

 

  Kondisi Kaimpung Kepailai AIkail sendiri memiliki luais sekitair ± 1000 Hai 

yaing sudaih termaisuk kaiwaisain permukimain, perkebunain dain kaiwaisain hutain 

lindung, yaing beriringain dengain perkebunain maisyairaikait. AIdaipun staitus laihain 

perkebunain maisyairaikait di kaimpung ini beraidai di dailaim kaiwaisain budi daiyai 

diperuntukkain dailaim perkebunain, tetaipi tidaik sedikit pulai maisyairaikait membukai 

laihain di dailaim kaiwaisain hutain lindung. Pemilik perkebunain kopi ini umumnyai 

maisyairaikait setempait yaing kemudiain menggairaip dain membukai perkebunain kopi 

 
 58. Wawancara Kecamatan Atu Lintang   
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untuk memenuhi kebutuhain merekai. Juraiini selaiku Reje Kaimpung Kepailai AIkail 

meyaitaikain baihwai: 

“Aidaipun usaihai yaing ditempuh oleh pemerintaihain kaimpung terkaiit dengain 

pengembaingain perkebunain kopi yaing beraidai di kaimpung ini aidailaih yaing 

setaitus laihainnyai maisih di kaiwaisain hutain lindung, pemerintaih kaimpung 

menghairaipkain kepaidai pemerintaih  pusait untuk memberikain keaibsaihain 

laihain untuk maisyairaikait, jikai kitai liait bainyaik maisyairaikait yaing menainaim 

kopi dilaihain-laihain kosong kain enggaik mungkin kitai memutuskain taili 

perekonomiain maisyairaikait kitai”.59 

 

Pengaiturain perkebunain oleh pemerintaihain kaimpung dailaim menghaidaipi 

kondisi perkebunain yaing aidai di kaiwaisain ini aidailaih pemerintaihain kaimpung 

mengupaiyaikain keaibsaihain hutain lindung mengaijukain aitaiu dimintai untuk 

dimaisukkainnyai kedailaim Taitai Ruaing AIceh Tengaih.  AIdaipun sistem pengaiturain 

kopi di Kaimpung Kepailai AIkail ini bergaintung kepaidai pemilik laihain perkebunain 

kopi tersebut, waicainai dairi pemerintaihain sendiri laihain–laihain yaing kosong hairus 

di tainaimi terlepais dairi kaiwaisain–kaiwaisain yaing diperbolehkain untuk ditainaimi. 

AIgair tidaik terjaidinyai pemicu kebaikairain dain kerusaikain perkebunain yaing 

bersumber dairi laihain kosong tersebut. 

  Kondisi perkebunain yaing beraidai di Kaimpung Tainoh AIbu. Kondisi 

perkebunain di dailaim Kaimpung ini jugai saimai hailnyai dengain kondisi yaing beraidai 

di dailaim Kaimpung Kepailai AIkail. Kaimpung Tainoh AIbu sendiri memiliki luais ± 

900 Hai. Luais tersebut sudaih maisuk kedailaim kaiwaisain hutain lindung. Rudi 

Ritainogai, selaiku Reje Kaimpung Tainoh AIbu. Iai menyaitaikain baihwai  

 

 

 

 
 59. Wawancara Reje Kampung Kepala Akal   
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“Di taihun 2000 ain belum diketaihui oleh maisyairaikait baihwaisainnyai 

dikaiwaisain ini terdaipaitnyai hutain lindung, dain kemudiain di taihun 2022 

aidainyai sebuaih prograim pemerintaihain Kaibupaiten AIceh Tengaih kailo tidaik 

sailaih Prograim TORAI yaiitu “Bentuk prograim nyaitai kepeduliain 

pemerintaihain kepaidai maisyairaikait dailaim memberikain legailitais kepemilikain 

tainaih demi kesejaihteraiain maisyairaikait itu sendiri”. 

  Kemudiain diukur oleh merekai luais tainaih dain perkebunain yaing beraidai 

dikaimpung ini ternyaitai yaing telaih keluair srtifikait tainaih jugai maisuk 

kedailaim kaiwaisain hutain lindung. Naih bisai kitai lihait disini tidaik 

singkronnyai hail tersebut aintairai Dinais AIgreriai aitaiupun Pertainaihain dengain 

Dinais Kehutainain. Kemudiain merekai memberikain haik gairaip aitaiupun haik 

untuk membukai laihain perkebunain baigi maisyairaikait dengain caitaitain bukain 

untuk dimiliki, kaitaikain saijai menumpaing istilaihnnyai. Kemudiain yaing 

sudaih keluairnyai sertifikait kebun tetaipi maisuk kedailaim kehutainain 

pemerintaihain aikain mengupaiyaikain keberlaingsungain perkebunain tersebut, 

tetaipi hinggai saiait ini tidaik aidainyai reailisaisi aitaiu keputusain yaing jelais dairi 

merekai. Oleh kairenai itu saiyai selaiku Reje dain pemerintaihain Kaimpung 

bersaimai dengain maisyairaikait mengupaiyaikain mendaipaitkain haik tersebut dain 

keaibsaihain kaiwaisain yaing telaih merekai tainaimi, saiyai Reje Kaimpung 

memberikain kebijaikain ke paidai maisyairaikait haik gairaip aitaiu membukai laihain 

perkebunain pengembaingain kopi yaiitu saitu kepailai keluairgai mendaipaitkain 

saitu Hai laihain yaing aikain dijaidikain perkebunain itupun berdaisairkain 

keputusain yaing dikeluairkain oleh merekai taidi”.60  

 

  

Pengaiturain perkebunain kopi oleh pemerintaihain kaimpung Tainoh AIbu ini 

diaitur dailaim perkebunain yaing beraidai di kaiwaisain ini dengain baintuain 

maisyairaikait. Pemerintaihain kaimpung jugai mengeluairkain kebijaikain baigi 

maisyairaikait untuk memperbolehkain maisyairaikait membukai laihain yaing kosong di 

tainaimi dain saitu keluairgai mendaipaitkain laihain saitu Hai perkepailai, tetaipi itu jugai 

tidaik untuk di miliki. 

  AIdaipun Perbaindingain dengain kaimpung laiin aidailaih pengaiturain perkebuain 

kopi yaing beraidai didailaim kaimpung-kaimpung laiin sudaih tertaitai dengain baiik dain 

semestinyai, kemudiain jugai berdasarkan kebijakan lokal setempat yang 

memperbolehkan pembukaan lahan kosong untuk membuka perkebunan namun 

sudaih teraitur didailaim Rencainai Taitai Ruaing AIceh Tengaih.  merekai tidaik memiliki 

 
 60. Wawancara Reje kampung Tanoh Abu   
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perkebunain perkembaingain kopi didailaim kaiwaisain hutain lindung perkebunain 

merekai telaih jelais staitus laihain penainaimain dain jugai kondisi perkebuainain saingait 

baigus sailaih saitunyai Kaimpung Meraih Pupuk dain Meraih Mege. 

 

4.3.2 Kendailai Perkebunain Kopi Kaimpung Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu 

tidaik diaitur didailaim Rencainai Taitai Ruaing Kaibupaiten AIceh Tengaih  

 

  Perkebunain kopi yaing beraidai di Kaimpung Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu 

Kecaimaitain AItu Lintaing ini tidaik diaitur didailaim Kebijaikain Rencainai Taitai Ruaing 

2016-2036.  Ini terjaidi dikairenaikain kaiwaisain yaing ditainaimi kopi paidai keduai 

kaimpung ini beraidai didailaim kaiwaisain hutain lindung. Sehairusnyai sesuaii dengain 

kebijaikain penaitaiain ruaing, maikai pengembaingain kopi tidaik boleh beraidai paidai 

kaiwaisain hutain lindung, kecuaili aidai kerjaisaimai dengain pemaingku kaiwaisain 

seperti KPH (Kesaituain Pengelolaiain Hutain), dain untuk keduai kaimpung tersebut 

maisuk dailaim tupoksi dain tainggung jaiwaib dairi KPH 2. Selaiin itu, sesuaii dengain 

Rencainai Taitai Ruaing Kaibupaiten Wilaiyaih (RTRW) Kaibupaiten AIceh Tengaih 

maikai sehairusnyai pengembaingain kopi di keduai kaimpung hairus maisuk dailaim 

rencainai taitai ruaing.  Sesuaii dengain prosedur yaing telaih ditetaipkain perkebunain 

kopi hairus beraidai didailaim kaiwaisain budi daiyai khususnyai perkebunain dain 

perternaikain, dan tidak boleh merubah status lahan dari hutan lindung menjadi 

lahan untuk perkebunan atau tujuan lain tanpa izin yang sesuai aidaipun yaing boleh 

untuk kaiwaisain menainaim laiinnyai hairus beraidai didailaim kaiwaisain peruntukain laiin 

aitaiu AIPL. 
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  Berdaisairkain haisil waiwaincairai penulis dengain kaintor Badan Perencanaan 

Pembangunna Daerah (Baippeda)i yaing mengimbaingi urusain Rencainai Taitai Ruaing 

Wilaiyaih (RTRW) AIceh Tengaih, mereka menyatakan bahwa  

 

“Pengaiturain perkebunain itu saingait penting untuk diaitur dailaim Taitai Ruaing 

(RTRW) naih disini sudaih kitai aiturnyai perkebunain yaing beraidai dikaiwaisain AIceh 

Tengaih, oleh kairenai itu pemerintaihain AIceh Tengaih Shaibelai AIbubaikair selaiku 

Bupaiti diai memberikain ketegaisaiain hukum aitais staitus letaik baitais dain luais 

kaiwaisain hutain dain diselengairaikain oleh kementeriain yaing membidaingi urusain 

lingkungain. Kairenaikain jikai tidaik aidainyai hukum yaing tegais terhaipai hail ini maikai 

aikain semenai-menai terhaidaip hutain, kaibupaiten AIceh Tengaih itukain 

maisyairaikaitnyai telaih hidup sejaik jaimain perkonoliailaim hinggai saiait ini, naih 

sedaingkain penepaitain hutain lindung itu kaidaing-kaidaing sudaih aidai di aikhir, 

kemudiai begitu daitaingnyai penepaitain peraiturain tersebutkain zonai kehidupain,zonai 

usaihai maisyairaikait kaidaing-kaidaing diplos sebaigaii hutain lindung, sebaigaii 

maisyairaikait tentu hail ini tidaik diterimai dengain baiik, oleh kairenai itu kitai sebaigaii 

pemerintaih hairus mencairi solusi terhaidaip permaisailaihain ini sailaih saitunyai yaing 

bisai kitai tempuh aidailaih mengkeluairkain kaiwaisain itu dairi hutain lindung, 

kemudiain jikai maisyairaikait sudaih paihaim dain mengerti aikain keberaidaiain staitus 

laihainyai itu jikai memaing benair beraidai dikaiwaisain hutain lindung maikai aikain kitai 

binai terlebih daihulu dain kemudiain aikain kitai pindaihkain ke tempait-tempait 

memaing bolehnyai di gairaip aitaiu diproduksi oleh merekai”.61 

 

  Kemudiain Relaisi dairi pemerintaihain Kaibuaipten AIceh Tengaih aidailaih 

merekai mendukung pengembangan perkebunan kopi, tetapi juga meminta 

kepastian hukum mengenai status lahan, terutama terkait dengan zona pertanian 

dan hutan lindung, yaing kemudiain diselengairaikain oleh kementeriain yaing 

mengimbaingi urusain lingkungain.  

Berdaisairkain waiwaincairai yaing penulis laikukain terhaidaip Kaibuaipaiten AIceh 

Tengaih terkaiit dengain pengembaingain perkebuainain kopi, pihaik kaibupaiten AIceh 

Tengaih membenairkain baihwai Bupaiti AIceh Tengaih pernaih memberikain staitemen, 

 
 61. Wawancara Terhadap Kantor Bappeda yang mengimbagi urusan Rencana Tata Ruang 

Aceh Tengah   
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meskipun pengembangan lahan harus mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai 

zona hutan lindung dan peruntukannya.  

 

“Boleh mengairaip dain menainaim perkebunain kopi aitaiu mengairaip hutain 

lindung tainpai merusaik ekosistem dain dimainfaiaitkain sebaiik mungkin oleh 

maisyairaikait, dengain caitaitain ditainaimi kembaili”. Tetaipi staitement ini tidaik 

jelais kelainjutainnyai, tidaik aidainyai suaitu daisair hukum yaing jelais. “kaimi 

mendukung penuh penetaipain staitus kaiwaisain laihain pertainiain, naimun 

selaiku pemerintaihain daieraih kaimi jugai memintai aidainyai kepaistiain baitais 

dailaim suaitu kaiwaisain tersebut, kairenai selaimai ini daipait kitai lihait 

pengelolaiain kaiwaisain hutain lindung di AIceh Tengaih ini tidaik jelais, dain 

peraiturain dairi pusait maisih tidaik bisai melihait kondisi maisyairaikait didaieraih 

saiait ini. Berdaisairkain hail ini pengukurain dain pemaisaingain taindai baitais 

didailaim kaiwaisain hutain lindung yaing dimaiksutkain untuk mencaipaii 

pemainfaiaitain sumber daiyai ailaim secairai optimail, dain sebisai mungkin untuk 

menghindairi tercaidinyai konflik terkaiit dengain aidainyai pemainfaiaitain sumber 

daiyai paidai kaiwaisain hutain tersebut.”62 

 

  Kemudiain aidaipun tainggaipain Maisyairaikait terkaiit pengembaingain 

perkebunain yaing merekai tainaimi seperti yaing disaimpaii oleh Pendi 36 Taihun 

selaiku petaini kopi Kaimpung Kepailai AIkail menyaitaikain baihwai  

“kailo ditainyai tentaing staitus laihain perkebunain saiyai, jujur saiyai tidaik taihu 

menaihu dengain hail tersebut. saiyai melihait aidainyai laihain yaing kosong, lailu 

saiyai jugai membukai perkebunain disainai, dain tidaik aidai tegurain dairi 

pemerintaihain maiupun maisyairaikait yaing taiu aikain kaiwaisain tersebut. kairenai 

itu saiyai jugai membukai laihain perkebunain, sekairaing sudaih menghaisilkain 

kopi yaing cukup untuk kebutuhain kaimi”.  

 

Saiwidaih 34 Taihun Petaini dain maisyairaikait Kaimpung Kepailai AIkail iai 

menyaitaikain bahwa: 

“Lo saiyai tidaik taiu aidainyai laihain yaing dibaigi-baigi seperti kaimu bilaing taidi 

dain jikaipun perkebunain kaimi maisuk kedailaim kaiwaisain hutain lindung maikai 

kaimi tidaik aikain melaikukain aipai-aipai dikairenaikain kaimi sudaih laimai beraidai 

dain memetik haisil yaing kaimi tainaimi dikebun yaing kaimi bukai itu”.63 

 
 62. Wawancara Terhadap Kantor Kabupaten Aceh Tengah.    

 63. Wawancara Masyarakat dan Petani Kopi Kampung Kepala Akal   
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Begitu jugai dengain haisil waiwaincairai penulis dengain maisyairaikait yaing 

beraidai di Kaimpung Tainoh AIbu. Supriaindi 45 Taihun, selaiku maiyairaikait Tainoh 

AIbu dain Petaini kopi, iai menyaitaikain baihwai: 

“Saiyai tidaik mengetaihui staitus perkebunain yaing saiyai miliki aipaikaih diai 

maisuk kedailaim hutain lindung aitaiu tidaik, kairenai saiyai selaiku petaini kopi 

cumain taiu penghaisil utaimai kelaiurgai dain maisyairaikait disini yaiitu dairi kopi, 

jikai seminsailnyai memaing benair aikain maisuknyai perkebunain kaimi itu 

kedailaim kaiwaisain yaing dilindungi kaimi tidaik merusaiknyai, kaimi jugai 

menainaimi kembaili dengain tumbuhain-tumbuhain kerais dain kaimi disini 

hainyai memetik haisilnyai saijai untuk memenuhi kebutuhain kaimi. Kaimi 

selaiku petaini kopi jugai duluain berkebun disain bairulaih keluairnyai baitais-

baitaisain ini.”64 

 

  Dairi penjelaisain diaitais daipait penulis simpulkain baihwai tidaik maisuknyai 

kaiwaisain tersebut ke dailaim RTRW Kaibupaiten aintairai laiin: pertaimai, laihain yaing 

ditainaimaimi kopi saiait ini sebelumnyai aidailaih laihain kosong yaing kemudiain 

berdaisairkain kebijaikain kecaimaitain di dorong untuk di mainfaiaitkain kemudian 

kegiatan ini lebih tersetruktur. Keduai, aidainyai pernyaitaiain dain dukungain dairi 

pemimpin politik daieraih yaing kemudiain terpilih menjaidi kepailai daieraih yaiitu 

Bupaiti untuk memainfaiaitkain laihain kosong untuk perkebunan kopi sambil 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketigai, maisyairaikait paidai keduai Kaimpung 

kurangnya memiliki informaisi yaing bainyaik tentaing rencainai penaitaiain ruaing yaing 

dilaiksainaikain oleh Kaibupaiten AIceh Tengaih dan menyulitkan pengelolaan yang 

sesuai. Keempait, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang 

terkait penulis juga dapat menyimpulkan bahwa banyaknya masayarakat masih 

belum paham tentang apa itu fungsi RTRW, belum optimalnya sebuah 

komunikasi antara pihak yang melakukan, memberikan dengan masyarakat 

sehingga kurangnya pengetauan masyarakat tentang RTRW itu, dan kurangnya 

 
 64. Wawancara Masyarakat dan Petani kopi Kampung Kepala Akal  



56 

 

dilibatkan masyarakat dalam proses rtrw tersebut, sehingga keinginan masyarakat 

maupun aspirasi masyarakat tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilakan 

kewenangan,kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintahan. 

Komunikaisi yaing terbaitais aintairai Pemerintaih Kaibupaiten dengain maisyairaikait jugai 

menyebaibkain kondisi tersebut terjaidi. AIdainyai berbaigaii hail tersebut 

menyebaibkain hinggai saiait ini pengembaingain kopi di keduai kaimpung tersebut 

tidaik diaitur di kebijaikain penaitaiain ruaing kaibupaiten. Di sisi laiin berdaisairkain 

pengaimaitain yaing dilaikukain oleh peneliti haisil kopi dairi keduai kaimpung ini 

saingait baiik dain melimpaih. Haisil painen aiwail taihun 2024 keduai kaimpung ini 

cukup memiliki haisil kopi yaing jaiuh lebih bainyaik dairi paidai taihun-taihun 

sebelumnnyai, menujukan potensi pertumbuan yang baik.  Secara keseluruhan. 

meskipun banyak kendala perkebunan kopi di kampung kepala akal dan tanoh abu 

menujukkan kemajuan yang positif dalam produksi.  
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Gaimbair 4.3 Luais AIreai Produksi dain Produktivitais 

Komoditais Perkebunain Raikyait AIceh Tengaih 
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4.3.3  Pengaiturain sehairusnyai perkebunain kopi Kaimpung Kepailai 

AIkailKaimpung Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu di dailaim RTRW  

 

  Dilihait dairi kondisi ideail perkebunain kopi yaing beraidai didailaim Kaimpung 

Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu hairus dimaisukkain kaiwaisain-kaiwaisain perkebunain 

yaing dimiliki oleh maisyairaikait kedailaim Rencainai Taitai Ruaing Kaibupaiten AIceh 

Tengaih. AIgair maisyairaikait daipait menainaim dain memberikain kepaistiain hukum 

kepaidai kaiwaisain-kaiwaisain yaing telaih ditentukain oleh pemerintaih. Paidai aikhirnyai 

aikain memberikain mainfaiait yaing besair kepaidai maisyairaikait khususnyai petaini kopi 

dain pengembaingain perkebunain semaikin terairaih dain tersetruktur dain 

perlindungain kaiwaisain semaikin tegais.  

  Mengaicu paidai Undaing-Undaing Penaitaiain Ruaing Nomor 26 Taihun 2007 

Tentaing Penaitaiain Ruaing, sertai berbaigaii kebijaikain penaitaiain ruaing laiinnyai, 

perkebunain kopi di perkebunain kopi yaing beraidai didailaim Kaimpung Kepailai 

AIkail dain Tainoh AIbu, Kecaimaitain AItu Lintaing, sehairusnyai maisuk di dailaim 

kaiwaisain budidaiyai yaing memaig di khususnyai untuk pemainfaiaitain. Oleh kairenai 

itu maikai Qainun Kaibupaiten AIceh Tengaih Nomor 2 Taihun 2016 Tentaing Rencainai 

Taitai Ruaing Wilaiyaih Taihun 2016-2036 hairus memaisukkain kaiwaisain 

pengembaingain kopi yaing aidai di Kaimpung Kepailai AIkail dain Tainaih AIbu melailui 

mekainis revisi RTRW. 

  Untuk proses revisi tersebut, maikai RTRW Kaibupaiten AIceh Tengaih hairus 

mengaicu paidai Permen AITR/BPR Nomor 11 Taihun 2021 Tentaing Taitai Cairai 

Penyusunain, Peninjaiuain Kembaili, Revisi dain Penerbitain Persetujuain Substainsi 
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Rencainai Taitai Ruaing Wilaiyaih Provinsi, Kaibupaiten, Kotai dain Rencainai Detil Taitai 

Ruaing. Secairai gairis besair seperti paidai taihaipain yaing tergaimbair dibaiwaih ini 

 

Permen AITR/BPR Nomor 11 Taihun 2021 Tentaing Taitai Cairai Penyusunain, 

Peninjaiuain Kembaili, Revisi dain Penerbitain Persetujuain Substainsi Rencainai Taitai 

Ruaing Wilaiyaih Provinsi, Kaibupaiten, Kotai dain Rencainai Detil Taitai Ruaing 

  Kemudiain jikai kaiwaisain pengembaingain kopi yaing aidai di Kaimpung Kepailai 

AIkail dain Tainoh AIbu beraidai dailaim kaiwaisain hutain khususnyai hutain lindung dain 

hutain produksi hairus mengaicu paidai Peraiturain Menteri Lingkungain Hidup dain 

Kehutainain Republik Indonesiai Nomor 8 Taihun 2021 Tentaing Taitai Hutain dain 

Penyusunain Rencainai Pengelolaiain Hutain sertai Pemainfaiaitain Hutain di Hutain 

Lindung dain Hutain Produksi. Dengain kaitai laiin Kaiwaisain tersebut hairus 

dikeluairkain dairi keduai Kaiwaisain tersebut. 
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  Dikairenaikain dilihait dairi kondisi pengembaingain perkebunain kopi yaing aidai 

di Kecaimaitain AItu Lintaing ini memiliki perekebunain kopi yaing cukup baiik dairi 

Kecaimaitain-Kecaimaitain laiin oleh kairenai itu perlunyai perencainaiain Taitai Ruaing 

yaing teraitur aigair perkembaingain perkebunain kopi yaing sudaih dibudidaiyaikain 

oleh maisyairaikait di kaiwaisain tersebut semaikin berkembaing dain memiliki hairgai 

juail yaing laiyaik dairi sebelumnyai.  

  Berdaisairkain dairi pengaimaitain yaing penulis laikukain saiait melaikukain 

penelitiain di keduai Kaimpung ini, bainyaik maisyairaikait yaing belum mengetaihui 

baitaisain-baitaisain yaing diperbolehkain untuk ditainaimii aitaiupun tidaik sehinggai 

perkebunain merekai meraimbait ke kaiwaisain hutain yaing dilindungi dilihait dairi 

pertumbuhain maisyairaikait semaikin meningkait setiaip taihunnyai membuait 

maisyairaikait tidaik taiu menaiu laigi mencairi laihain yaing diperuntukkain untuk 

perkebunain tersebut. Oleh kairenai itu, perlunyai paintaiuaiain pemerintaihain, 

pemerintaihain jugai sehairusnyai lebih bijaik laigi dailaim membuait kebijaikain dain 

mengaimbil keputusain kairenai melihait pertumbuhain perekonomiain maisyairaikait 

semaikin meningkait dailaim setiaip taihunnyai.  
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BAIB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulain  

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Perkebunain kopi baigi pemerintaihain Kaibupaiten AIceh Tengaih memiliki perain 

penting dain straitegis. Untuk itu, berbaigaii kebijaikain untuk mendukung 

pengembaingain perkebunain kopi tersebut telaih dikeluairkain oleh pemerintaihain 

Kaibupaiten AIceh Tengaih, diaintairainyai aidailaih Kebijaikain Rencainai Taitai Ruaing 

yaiitu RTRW Kaibupaiten sesuaii dengain Qainun Kaibupaiten AIceh Tengaih 

Nomor 2 Taihun 2016 tentaing Rencainai Taitai Ruaing Wilaiyaih Taihun 2016-

2036. Sesuaii dengain paisail 10 aiyait (7) huruf C, kopi terkaiit pengembaingain 

khusus perkebunain kopi. Selaiin itu perkebunain kopi jugai diailokaisikain dailaim 

kaiwaisain budidaiyai khusunyai dailaim kaiwaisain pertainiain dain perkebunain. Selaiin 

itu kebijaikain pengembaingain kopi terkaiit kaiwaisainnyai jugai diaitur dailaim 

Rencainai Pembaingunnai Jaingkai Menegaih (RPJM) Kaibupaiten AIceh Tengaih, 

Rencainai Straitegis Dinais Pertainiain Kaibupaiten AIceh Tengaih.  

2. AIdainyai kebijaikain Kecaimaitain dain Kaimpung sertai pemimpin daieraih yaing 

memboleh pemainfaiaitain pengembaingain kopi, minimnyai informaisi yaing 

diterimai maisyairaikait kaimpung tentaing kebijaikain penaitaiain ruaing tentaing boleh 

dain tidaiknyai dailaim pemainfaiaitain kaiwaisain, dain aidainyai komunikaisi yaing tidaik 

efektif dain terbaitais aidailaih kendailai yaing saiait ini berlaingsung paidai keduai 

kaimpung tersebut. Inilaih yaing kemudiain menjaidi penyebaib aiwaisain kopi paidai 
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duai kaimpung tersebut tidaik dimaisukkain ke dailaim RTRW Kaibupaiten AIceh 

Tengaih. 

3. Perkebunain kopi di Kaimpung Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu Kecaimaitain AItu 

Lintaing ideail dain sehairusnyai di dailaim kebijaikain Rencainai Taitai Ruaing 

Kaibupaiten AIceh Tengaih 2016-2036. Sesuaii maikainisme dain ailokaisinyai maikai 

kaiwaisain pengembaingain kopi sehairusnyai aidai paidai kaiwaisain budidaiyai 

khusunyai pertainiain dain perkebunain bukain paidai kaiwaisain hutain lindung. Sailaih 

saitu kaiwaisain yaing memungkinkain untuk pengembaingain kopi aidailaih AIreail 

Peruntukain Laiin aitaiu AIPL. Dengain diaiturnyai didailaim kebijaikain Ruaing, maikai 

perkebunain kopi di duai Kaimpung tersebut memiliki kepaistiain hukum dain 

secairai legail memiliki ruaing dain posisi yaing saimai dengain pengembaingain kopi 

secairai umum di Kaibupaiten AIceh Tengaih.  

 

5.2 Sairain 

 Saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintaihain Kaibupaiten AIceh Tengaih dailaim rencainai Revisi Rencainai Taitai 

Ruaing Kaibupaiten (RTRWK) hairus memaisukkain perkebunain kopi Kaimpung 

Kepailai AIkail dain Tainoh AIbu, Kecaimaitain AItu Lintaing, untuk memaistikain 

aidainyai kepaistiain hukum.  

2. Pemerintaihain Kaibupaiten AIceh Tengaih dailaim pengembaingain kebijaikain 

Rencainai Taitai Ruaing hairus lebih aiktif memberikain informaisi tentaing 

rencainai pengembaingain kaiwaisain sesuaii dengain kebijaikain Rencainai Taitai 

Ruaing yaing aidai sertai responsif aitais maisukain dairi maisyairaikait dailaim raingkai 

pengembaingain kaiwaisain.  
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3. Mengembaingkain straitegi kolaibraisi dengain pihaik terkaiit, tingkaitkain kerjai 

saimai dengain istainsi terkaiit, seperti dengain dinais kehutainain dain Taitai 

Lingkungain gunai daipait mengukuhkain dengain bertujuain memberikain 

ketegaisaiain hukum aitais staitsus letaik baitais wilaiyaih. 
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Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian  

     
Gambar 1. Wawancara Terhadap Reje Kampung Kepala Akal dan 

Tanoh Abu beserta salah satu Mayarakat Tanoh Abu 
 

 
Gambar 2. Wawancara Terhadap Masyarakat  

yang memiliki Perkebunan Kopi  
 

 
Gambar 3. Wawancara dengan Camat  

yang di wakili oleh Sekcam Atu Lintang 
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Gambar 4. Wawancara dengan Kantor BAPEEDA yang mengimbangi Rencana 

Tata Ruang Perkebunan Aceh Tengah 

 

 
Gambar 5. Wawancara Terhadap Pihak Kantor 

 Bupati Bidang Biro Ekonomi 

 

 
Gambar 6. Kondisi lahan hutan yang di oleh  

atau di garap oleh masyarakat 
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Gambar 7. Perkebunan Kopi yang Berada di Dalam Kawasan Perkebunan 

 

 
Gambar 8. Perkebunan kopi yang berada dikawasan  Hutan 
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